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RINGKASAN

KEDUDUKAN WANITA DALAM HAL PEWARISAN
DILINGKUNGAN MASYARAKAT BATAK TOBA
(STUDI KASUS PERKARA
NOMOR : 164/PDT/G/1993
PN-BDG TANGGAL 29 MARET 1 994)

Sistem kewarisan dalam masyarakat hukum adat Batak Toba dipengaruhi
oleh sistem kemasyarakatan yang patnilineal. Garis keturunan ditarik berdasarkan
anak laki-laki oleh karena itu pula sistem kewarisannyapun individual patrilineal
murni, yaitu hanya laki-lakilah sebagai ahli waris dan perempuan tidak berhak
menjadi ahli waris. Prinsip yang demikian ini dipegang teguh masyarakat adat
Batak Toba pada umumnya baik yang lahir di Bona Pasogit maupun vang telah
lahir dan menetap di kota besar. Akibat status dari anak perempuan yang bukan
ahli  waris, sering timbul permasalahan-permasalahan  yang menyangkut
pembagian warisan dalam masyarakat hukum adat Batak Toba, khususnya
mengenal kedudukan wanita Permasalahan-permasalahan yang timbul im
berkaitan langsung dengan kedudukan wanita Batak Toba dalam hal pembagian
warisan, yang jadi masalah adalah tidak diakuinya wanita sebagai ahli waris begitu
pula janda menurut hukum adat Batak Toba. Kemudian kedudukan wanita dalam
hal warisan menurut yurisprudensi adalah sudah sama kedudukannya dengan laki-
lakt, begitu pula janda sudah diakui sebagai ahli waris. Yang menjadi masalah pula
yunsprudensi i1 belum dipakai secara keseluruhan oleh masyarakat Batak Toba

Tujuan penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu hukum, yaitu
hukum adat serta dapat membawa kegunaan bagi masyarakat setidaknya dapat
memberikan informasi-informasi actual maupun terobosan-terobosan hukum adat
dalam hal pewanisan Untmuk menempatkan hukum adat khususnya hukum adat
Batak Toba dalam membuat unifikasi hukum dalam hukum adat sehingga tidak
menimbulkan diskriminasi hukum terhadap wanita khususnva dalam masyarakat
Batak Toba.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yundis normative yaitu

dengan menvikapi secara logis dasar-dasar perimbangan yang mendudukkan

Xt
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wanita Batak Toba sebagai ahli wans. Oleh karena itu spesifikasi penelitian
bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara mengumpulkan data dari Pengadilan
Negeri Bandung dan wawancara langsung dengan para tetua adat, baik di kota
Jakarta maupun Medan.

Penelitian yang diperoleh dari putusan Mahkamah Agung Nomor : Reg.
179k/Sip/196]1  dan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor
164/Pdt/G/1993/PN-BDG sudah mendudukkan wanita Batak Toba sebagai ahli
waris bersama-sama laki-laki bahkan janda pun ditetapkan menjadi ahli waris dari
suaminya. Yurisprudensi mempunyai pengaruh yang besar dalam pembinaan
hukum adat waris di Batak Toba pada khususnya dan hukum adat waris pada
umumnya. Sebab hukum adat memang dibina oleh bangsa Indonesia lewat
yurisprudensi, Ini dapat dilihat dan system pewarisan Batak Toba vang tadinya
mengabut system pewarisan individual patrilineal murni mulai bergeser kepada
system pewarisan individual bilateral yang mengakui antara laki-laki dan wanita
dalam pembagian warisan,

Mengingat sampai sekarang putusan yurisprudensi Mahkamah Agung dan
Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Maret 1994 vang didasarkan pada asas
keadilan merata dan mendudukkan wanita Batak sebagai ahlt waris belum
dianggap suatu keputusan yang logis, schingga belum dapat diterima oleh
kalangan masyarakat Batak Toba khususnya di daerah Tapanuli Sumatera Utara,
Untuk itu maka perlu ditingkatkan penyuluhan dan pensosialisasian mengenal
sistem kewarisan bilateral yang didasarkan kepada hak yang rasional, olch
karenanya dikemudian hari tidak ditemukan lagi persoalan-persoalan dalam

masyarakat Batak Toba yang mempersoalkan wanita sebagai ahli waris.

X1l
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BABI
PENDAHULUAN

L.1 Latar Belakang

Seluruh segi kehidupan orang Batak Toba dikuasai olek struktur
kekerabatan yang patrilineal. Pengaruh tersebut antara lain meliputi sistem
perkawinan, sistem pemilikan tanah serta sistem pewarisan. Khusus dalam sistem
pewarisan, orang Batak Toba menganut sistem Individual Patrilineal Murni
Dengan demikian, bahwa masyarakat hukum adat Batak Toba adalah menganut
struktural kekerabatan patrilineal. Maksudnya menarik garis keturunan dari pihak
laki-laki sehingga kelanjutan atau garis penerus generasi dan suatu keluarga
ditarik dari laki-laki. Sebaliknya anak perempuan bukanlah sebagai penerus garis
keturunan dari generasi keluarga tersebut, Dalam hal ini, yang dimaksud garis
keturunan adalah marga. Oleh karenanya, anak perempuan nampak kurang
mempunyai peranan dalam melanjutkan silsilah di keluarga atau marga keluarga
tersebut. Fakta diatas mempengaruhi sistem pewarisan pada masyarakat hukum
adat Batak Toba. Yaitu, dengan dianutnya sistem pewansan Individual Patrilineal
Murni. Artinya, bahwa yang menjadi ahli wanis hanyalah anak laki-laki, dan anak
perempuan tidak didahulukan sebagai ahli waris

Memang, ada kemungkinan anak perempuan mendapatkan baman dan
harta orang tua pada saat anak perempuan tersebut melangsungkan perkawinan,
yang disebut dengan panjacan (modal berumah tangga) Kemungkinan lain,
adalah dengan apa yang disebut pauseang Yaitu pemberian harta orang tua
kepada anak perempuan yang sudah menikah melalui acara tertentu. Maksudnya
Jika anak perempuan yang sudah menikah menghendaki agar 1a mendapatkan
bagian dari harta bapaknya, maka harus membawa "makanan” kepada hula-
hulanya untuk menyatakan maksudnya tersebut. Jadi, Jelas bahwa berdasarkan
struktur kemasyarakatan Batak Toba yang patrilineal dan sistem kewarisan yang
memberikan warisan hanya kepada anak laki-laki, mengakibatkan anak
perempuan bukan berkedudukan sebagal ahli waris,
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Di pihak lain tampak suatu kontradiksi bahwa jika suatu keluarga hanya
mempunyai anak laki-laki maka keluarga tersebut dinyatakan tidak sempurna.
Dalam pengertian, bahwa keluarga masyarakat hukum adat Batak Toba barulah
dapat dikatagorikan sebagai keluarga yang sempurna jika mempunvai anak
keturunan anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam Kondisi sekarang tampak
semakin didengung-dengungkannya persamaan kedudukan hak laki-laki dan
perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Dengan perkataan lain, sungguh terdapat kontradiksi dalam struktur
kekeluargaan masyarakat Batak Toba dalam hal sistem pewarisan. Maka, tidak
adil jika anak perempuan tidak sebagai ahli waris orang tuanya padahal tanpa
mendapatkan anak perempuan keluarga tersebut bukanlah keluarga yang
sempurna dalam konsep masyarakat adat Batak Toba.

Prinsip yang tidak mendudukkan anak perempuan sebagai ahli waris
ternyata tidak hanya ditemukan pada keluarga masyarakat Batak Toba yang
tinggal di Bona Pasogit atau daerah asli, tetapi juga prinsip tersebut masih
dipegang teguh oleh orang Batak Toba yang sudah lahir dikota besar

Dalam perkembangannya karena adanya anggapan tidak adil dalam sistem
pewarisan pada masyarakat Batak Toba, maka ada beberapa anak perempuan
Batak Toba yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Menurut yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Tanggal | November 1961 Nomor 179 K/Sip/1961 (Perkara
Langtewang Sitepu dan Ngadu Sitepu lawan Benih Ginting) menyatakan bahwa
anak wanita adalah sebagai ahli waris dan bapaknya, bahkan meinpunyai bagian
yang sama dengan anak laki-laki atas warisan (J. Tamara dan R Subekti,
1965:85),

Beberapa tahun lalu, scorang anak wanita dan anggota keluarga
musyarakat Batak Toba, telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri
Bandung, dan agar ditetapkan sebagai ahli waris dani almarhum bapaknya. Sebab,
pihak saudara luki-laki masih berpegang teguh kepada prinsi p hukum adat Batak
Toba bahwa anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris Ternyata, Pengadilan
Negeri Bandung mengabulkan gugatan dari Ny. Ratna Trimurti Sitompul atas


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Singkat Mangatas Sitompul yang menguasal harta warisan almarhum W
Sitompul

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul sknpsi sebaga
berikut : Kedudukan Wanita Dalam Hal Pewarisan Dj Lingkungan Masvarakat
Batak Toba (Studi Kasus Perkara Nomor 164/PDT/G/1993 PN-BDG tanggal 29
Maret 1994),

1.2 Ruang Lingkup

Hukum Adat Waris adalah proses penerusan harta kekayaan dari suatu
generasi . kepada ahli warisnva. Bertitik tolak dari pendapat di atas. dalam
pengertian yang universal bahwa yang dimaksud dengan suatu generasi adalah
penerus gans keturunan Termasuk didalamnya anak laki-laki dan wanita. Akan
tetapi, dalam masyarakat hukum adat Batak Toba, vang dimaksudkan dengan
penerus keturunan adalah anak laki-laki. Hal ini sesual dengan struktur
kemasyarakatan hukum adat Batak yang Patnilineal vaity menarik garis keturunan
dari anak laki-laki. Sehubungan dengan itu J. C Vergouwen menvatakan - “Sistem
Kekerabatan atau struktur kekerabatan Batak Toba dikuasmt oleh  struktur
kekerabatan vang Patrilineal Pengaruh ini misalnya meliputi sistem kewarisan,
perkawinan, sistern pemilikan tanah, dan pola tempat tinggal. (1986:15),

Selanjutnya  beliau menyatakan bahwa merupakan kelemahan adalah
banyak wanita tidak berhak menjadi ahli waris (J.C. Vergouwen, 1986:15),

Berarti, menurut struktur kekerabatan orang Batak Toba tidaklah
mengenal struktur kekerabatan matrilineal, vaitu wanita sebagai ahli waris,
melainkan kekerabatan patrilineal, dimana laki-laki sebagai ahli wans. Hal
tersebut memang sesuai dengan sistem pewarisan masyarakat Batak Tobu yang
menganut sistem Individual Patrilineal Murni. Bertalian dengan itu, pada tanggal
29 Maret 1994 seorang wanita Batak Toba yang bernama Ny. Ratna Trimurti
Sitompul telah menggugat saudaranya laki-laki yang bernama Singkat Mangatas
Sitompul

Maksud gugatan yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Bandung tersebut
adalah agar Ny. Ratna Trimurti Sitompul ditetapkan sebagai ahli waris atas harta
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orang tua almarhum W. Sitompul. Yang pada ketika itu harta warisan W.
Sitompul dikuasai anak laki-lakinya, yaitu Singkat Mangatas Sitompul,

Dalam pertimbangan, ternyata Pengadilan Negen Bandung mendasarkan
keputusannya kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl tanggal 14 Jumi 1968
Nomor : 100 K/Sip/1967 isinya : Mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini
menuju kearah persaman kedudukan antara pria dan wanita dan pengakuan janda
scbagal ahli waris, Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan dan putusan
Pengadilan Tinggi yang menctapkan bahwa dalam hal meninggalnya seorang
suami yang meninggalkan seorang janda, seorang anak laki-laki dan seorang anak
perempuan, janda berhak atas separuh dari harta bersama sedang sisanya dibag
sama antara janda dan kedua anaknya masing-masing mendapat sepertiga bagian.
(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia 11 hal. 91, Nomor 68),

Dengan demikian, Yurisprudensi tersebut dijadikan dasar Pengadilan
Negeri Bandung untuk mendudukkan Ny. Ratna Trimurti Sitompul sebagai ahli
waris dari orang tua (bapaknya) sarta memberikan bagian yang pasti bagi anak
wamita dan harta warnisan tersebut. Jadi, Pengadilan Negeri Bandung tersebut
disamping menerobos sistem kewarisan pada masyarakal hukum adat Batak Toba
sudah memberikan proporsi/pembagian yang jelas atas hak wamta Batak Toba
sebagai ahli waris.

Menurut Hilman Hadikusuma, bahwa Ditempatkannya anak wanitz Batak
sebagui ahli waris adalah karena jiwa hukum ada vaitu Asas Kekeluargaan,
keseimbangan dan kerukunan dalam kekerabatan. ( _, 1993:295)

1.3 Rumusan Masalah
a) Bagaimena kedudukan wanita Batak Toba dalam hal pewarisan menurut
Hukum adat Batak Toba dan Yurisprudensi.
b) Bagaimana pengaruh yurisprudensi lerhadap sistem  pewarisan
masyarakat Balak Toba ?
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1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1

1.42

Tujuan Umum

Adapapun tujuan penuhlisan imi adalah untuk pengembangan
ilmu hukum, diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam
pengembangan ilmu hukum adat pada umumnya serta dapat
membawa kegunaan bagi masyarakat, setidaknya dapat memberikan
informasi-informasi aktual maupun terobosan-terobosan hukum adat

dalam hal pewarisan kepada masyarakat pada umumnya.

Tujuan Khusus

Untuk menempatkan hukum adat khususnya hukum adat
Batak Toba dalam membuat unifikasi hukum dalam hukum adat
sechingga tidak menimbulkan diskriminasi hukum terdapat wanita
khususnya dalam masyarakat Batak Toba.

1.5 Metode Penulisan

151

1.5.2

Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan adalah secara yuridis
normatif, yaitu melalu kajian-kajian terhadap peraturan perundang-
undangan, teori hukum dan yunisprudensi yang berkaitan dengan
permasalahan.

Sumber Data

Data sekunder diperoleh dan perpustakaan Idayu JI. Kwitang
Raya No. 28 Jakarta Pusat dan Kantor Pengadilan Negen Bandung,
yaitu Putusan Pengadilan Negen Bandung Nomor | 164/PDT/G/1993
tanggal 29 Maret 1994 sedangkan data primer diperoleh dari
wawancara langsung dengan Kkalangan sesepuh masyarakat adat
Batak Toba di kota Jakarta dan Medan.
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1.5.4
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Metode Pengumpulan Data

Data sekunder didapat melalui studi dokumen, vaitu Putusan
Pengadilan Negeri Bandung, No. 164%/PdvG/1993/PN-BDG,
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 336/Pdt/1994 PT-BDG, dan
Putusan Mahkamah Agung Republik [ndonesia No. 2435 K/Pdt/1995
serta bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan topik
pembahasan. Sedangkan data primer didapat dengan cara melakukan
wawancara bebas dan mendalam kepada kalangan sesepuh
masyarakat adat Batak Toba atau para informan.

Analisa Data

Keseluruhan data yang diteliti, baik dalam data sekunder maupun
data primer dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif
kualitatif yang artinya bahwa data yang telah terkumpul
diselesaikan/diedit, kemudian dibuat kategon-kategori, dibuat
konsep-konsepnya selanjutnya dijelaskan dengan menggunakan ilmu
hukum,
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BAB I
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Dalam hukum adat Batak Toba yang berlandaskan sistem kekeluargaan
yang patrialchaat/patrilineal, seorang perempuan yang oleh karena perkawinnya
adalah terlepas dari hubungan kekeluargaan orang tuanya, saudara-saudaranya,
sehingga dengan perkawinannya itu bahwa anak perempuan tersebut sudah masuk
ke dalam lingkungan keluarga suami dengan cara jujuran, maka ia masuk
kedalam keluarga suaminva, Oleh karena itu, isteri tersebut tidak berhak menjadi
ahli waris dari keluarga bapaknya.

Di pihak lain, bahwa anak laki-laki merupakan generasi penerus dari
keluarga maka, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, Sebaliknya, anak
perempuan dan janda bukanlah sebagai ahli waris.

Pada tanggal 16 Mei 1993, Ny. Ratna Trimurti Sitompul telah mengajukan
gugatan ke Pengadilan Negeni Bandung yang dalam gugatannya tanggal 29 Apnl
1993 Reg Nomor : 164/PDT/G/ 1993/PN-BDG, mengemukakan : pada tanggal 20
Juli 1974, ayah kandung dari penggugat yaitu Walter Sitompul telah meninggal
dunia di Jakarta, dan meninggalkan tiga orang anak dan searang isteri serta
sejumlah harta warisan
I. Singkat Mangatas Sttompul, Sm. Hk, yang kemudian menjadi tergugat |

merupakan anggota MPR RI, bertempat tinggal di JI. Cikapayang No. 7
Bandung.

(5]

Panusunan Indranata Sitompul, S.E., sebagai tergugat I ; adalah Pegawai

Negeri, bertempat tinggal di J1. Tanah Kusir Raya No. 1 (d/h J1. Raya Ciputat

No. 3) Jakarta Selatan,

3. Ny. MH.L. Tobing sebagai tergugat III, janda dari Walter Sitompul (alm),
sebagai Pensiunan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di J1. Kebon Bibit Utara
I No. 3 2 A/58 Bandung,

4. Ny. Ratna Trimurti Sitompul, sebagai pengguggat pekerjaan sebagai Ibu

rumah tangga, bertempat tinggal di JI. Cipaganti No. 59 A Bandung
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Juga meninggalkan harta kekayaan atau warisan yang terdiri dari -
a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di J1. Cikapayang No. 7 Bandung,
b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di J1. Tanah Kusir Raya No. 1 (d/h
J1. Raya Ciputat No. 3) Jakarta Selatan.
Sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di JI.Sriwijaya No. 40 A Medan
Tiga, kavling tanah yang terletak di komplek Bendi Bintaro Jakarta Selatan
Sebidang tanah seluas 5000 m* (yang terletak di Cirende, Jakarta Selatan).

Perhiasan Emas

A Y -

Sejak meninggalnya almarhum Walter Sitompul hingga gugatan
disampaikan ternyata warisan diatas belum dibagi-bagi Ny Ratna Timurti
Sitompul sebagai penggugat telah. beberapa kali datang secara adat kepada
tergugat I, Il agar warisan dibagi dan Ny. Ratna Trimurti Sitompul juga
didudukkan sebagai ahli waris, ternyata ditolak oleh tergugat 1 dan tergugat I
Penolakan di dasarkan pada hukum adat di Tapanuli yang tidak mengakui seorang
wanita sebagai ahli waris, schingga tidak berhak atas harta warsan. Ternyata
Pengadilan Negeri Bandung, mengabulkan seluruh tuntutan atau gugatan Ny,
Ratna Trimurti Sitompul. Dengan pertimbangan hukumnya, sebagai berikut -
“Bahwa hakim dalam tugasnya turut serta menciptakan hukum, guna menemukan
hkum objekrif"”. Maka putusan Mahkamah Agung yang sudah merupakan
yurisprudensi merupakan sumber hukum yang penting untuk menemukan hukum
yang objektif tersebut. Juga mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini
menuju ke arah persamaan kedudukan antara pria dan wanita dan pengakuan
Janda sebagali ahli waris”

Oleh karenanya, harta warisan harus dibagi dengan cara seadil-adilnye.
Yaitu bahwa dalam meninggalnya seorang suami dengan meninggalkan seorang
anak laki-laki ssecorang anak perempuan, janda berhak atas separuh dari harta
bersama sedang sisanya dibagi sama antara janda dan kedua anaknya, masing-

masing mendapat sepertiga bagian.
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2.2 Dasar Hukum

Untuk masalah kedudukan wanita dalam hal pembagian warisan

dilingkungan masyarakat Batak Toba ini, penulis memakai dasar hukum
berupa hukum adat, yurisprudensi serta pendapat ahli. Hal mana
yurisprudensi dan pendapat ahli itu terdiri dari

d.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal |
November 1961 Nomor : 179/Sip./1961 (Dalam perkara Langtewang
Sitepu lawan Benih Ginting), menyatakan : “Anak perempuan dan anak
laki-laki dari seorang peninggal wansan, bersama berhak atas harta
warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan
perempuan.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Maret
1976 Nomor | 707 K/Sip./1973 (Dalam perkara antara Ingar malem Bary
Ginting lawan Embagen Ginting Suka) menyatakan : “Pembagian
warisan dalam perkara ini sekarang harus menurut hukum yang
mengakul hal warisan bahwa hak wamta sama dengan hak laki-laki
dalam hukum warisan”,

1.C. Vergouwen, dengan kata pengantar T.O Thromi (J.C Vergowen,
1986:23), mengatakan bahwa Mahkamali Agung sejak beberapa tahun
yang lalu telah mengeluarkan keputusan dimana ditegaskan bahwa
sistem Patrilineal mestinya wanita juga diben hak waris vang sama
dengan pria.

Mujurlah telah terjadi perubahan-perubahan mengenai hak-hak wanita
itu, karena kalau wanita yang diperlakukan menurut hukum tradisional
itu mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri, maka hakim akan
memberikan keputusan untuk menguntungkannya () C. Vergouwen,
1986:16)

Satu hal yang menjadi kelemahan dalam masyarakat Batak Toba adalah
anak wanita tidak berlaku menjadi ahli wans berarti dengan tidak

didudukkannya wanita sebagai ahli waris dalam masyarakat adat Batak
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Toba tidak berarti anak wanita tersebut tidak mendapatkan bagian harta
kekavaan bapaknya (J.C. Vergouwen, 1986:14).

2.3 Landasan Teori

2.3.1

Sistem Kekeluargaan, Sistem Pewarisan dan Pengertian Waris
Dalam Masyarakat Hukum Adat Indonesia

Dalam masyarakat Indonesia yang berancka ragam (pluralis) terdapat

sistem kekeluargaan yang berbeda-beda, vaitu :

1.

!‘-i

Sistem Patrilineal

Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik gans keturunan dari
pihak laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan pibak laki-laki
dalarn waris sangat dominan.

Misalnya : Batak, Lampung dan Bali.

Sistem Matrilineal

Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari
pihak perempuan di dalam sistem kekeluargaan im pihak laki-
laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Tetapi yang
menjadi ahli wans adalah anak perempuan karena pihak
perempuan merupakan bagian dan keluarga ibunya.

Misalnya ; Minangkabau

Sistem parental atuu bilateral

Yaitu suatu sistem hubungan yang menarik garis keturunan dari
dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam
sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam
hukum waris adalah sama dan sejajar.

(Ter Haar, 1983:172-173)

10
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Artinya, baik anak laki-laki maupun perempuan
merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.
Misalnya : Jawa, Madura, Aceh dan Riau.

Berdasarkan sistem kekeluargaan diatas, jelas bahwa sistem
kekeluargaan masyarakat hukum adat mempengaiuhi sistem
pewarisan. Sehingga, dalam masyarakat hukum adat Batak Toba
vang menganut sistem kekeluarzaan yang patrilineal bahwa yang
berhak menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki, Oleh karena
itu, anak perempuan tidak berhak mendapat warisan dari orang
tuanya.

Dalam masyarakat hukum adat Indonesia terdapat empat
sistem pewarisan, vaitu :

a. Sistem Kewarisan Individual Bilaterzl

Yaitu sistem pewarisan dimana harta peninggalan dibag-
bagikan kepada ahli waris secara adil dan merata, baik luki-
laki maupun wanita. Dimana pembagian warisan tidak
memandang laki-laki dan wanita, tetapi antara laki-laki dan
wanita mempunyai jatah dan pembagian yang sama, Dengan
kata lain laki-laki dan wanita mempunyai kedudukan yang
sama dalam warisan. Sistem ini banyak dipakai di dacrah
Jawa dan Madura.

b. Sistem Kewarisan Individual Patrilineal Murni
Yaitu, sistem pewarisan dimana harta peninggalan dani si
pewans hanya aibagikan kepada ahli waris anak laki-laki
sgja. Dalam sistem pewarisan ini anak perempuan tidak
mempunyai  kedudukan atau udak dianggap ahli waris.
Sistem ini banyak di daerah Sumatera Utara, Suku Batak.

11
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¢. Sistem Kewarisan Kolektif Matrilineal
Yaitu, sistem pewarisan dimana harta peninggalan tidak
dibagi-bagikan begitu saja kepemilikannya kepada ahli waris.
Para ahli waris hanya mempunyai hak pakai saja. Karena
harta warisan dalam sistem ini merupakan harta bersama
yang telah turun temurun sudah ada. Olch sebab 1tu para ahls
waris tidak begitu saja mendapatkannya kecuali dengan suara
buat, utuh, musyawarah mufakat dan penuh kerukunan dan
para ahli waris untuk membagikan harta warisan tersebut.
Sistem ini banvak dipakai di daerah Sumatera Barat,
Minangkabau.

d. Sistem Kewarisan Mayorat
Dalam sistem pewarisan ini bahwa harta peninggalan
diwariskan secara keseluruhan dan tidak dibagi-bagikan.
Pemilikannya jatuh secara kolektif kepada anak tertua, baik
laki-laki maupun wanita. Kemudian, sistem pewarnsan

Mayorat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis -

1} Sistem Mayorat Laki-laki Tertva
Yaitu : Seluruh harta peninggalan jatuh pada anak laki-
laki tertua.

2) Sistem mayoral perempuan tertua
Yaitu - Seluruh harta peninggalan jatuh pada anak

perempuan tertua,

Masyarakat hukum adat Batak Toba yang menganut sistem
kekeluargaan patrilineal adalah menganut sistem  kewansan
Individual Patrilineal Murni. Oleh karena itu, yang berhak
menjadi ahli waris dalam masyarakat hukum adat Batak Toba
adalah hanya anak laki-laki. Sehingga anak perempuan tidak

berhak mewansinya
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Seperti diketahui bahwa hak mewansi hanya timbul atau
lahir berdasarkan hubungan kekeluargaan, Pewarisan ini (erjadi
tidak hanya pada saat terjadinya suatu penistiwa hukum yang
berupa kematian. Tetapi telah dimulai selagn orang tua masih
hidup, musalnya saja amak perempuan pada suatu waktu
dikawinkan dan berhubung dengan itu diben sebuah rumah oleh
orang tuanya, yang disebut dalam adat Batak Toba adalah
Pauseang. Yaitu modal berumah tangga bagi anak perempuan
Batak Toba. Cara pemberian mutlak ini bersifat suatu pewarnisan
(Toescheiding) yaitu merupakan suatu perbuatan pengalihan
harta benda didalam lingkungan keluarga Kemudian harta benda
yang masih di tangan bapak waktu bapak meninggal tinggal tetap
tidak dibagi-bagi. Harta itu dipergunakan sebagai dasar material
kehidupan janda dengen anak-anak yang belum dewasa vang
masih tetap berkumpul di dalam rumah tiggal bapak (alm).

Yang dimaksud dengan hukum adat wars adalah proses
pengalihan harta kekayaan immaterial maupun materill baik
kepada generasi berikutnya, yaitu kepada anak-anaknya maupun
kepada generasi kesamping (adik atau kakak si pewaris yang
masth hidup) dan juga kepada generasi keatas (bapak ateu ibu,
kakek atau nenek dari si pewaris yang masth hidup). Dimana
proses pemindahaa ini tidak hanya berlaku pada saat si pewaris
sudah meninggal tetapi proses im berlaku juga pada saat si
pewaris masih hidup dan obyek pewarisan bukan hanya berupa
harta benda atau kekayaan materiil dari si pewaris saja tetapi ahli
waris juga berhak mendapatkan harta pusaka, benda keramat,
amanah atau pesan bahkan segala hutang vang dimiliki si
pewans. Dimana ahli waris berkewapiban untuk melunasi segala

hutang-hutang yang ditinggalkan si pewans kepada pthak ketiga.

13
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Sedangkan dimaksud dengan kekayaan adalah sejumlah
harta kekayaan yang dijadikan sescorang yang meninggal duma
berupa kumpulan aktiva dan pasiva.

Jadi, dalam pengertian hukum warisan tersebut tampak
bahwa pewarisan timbul bukan hanya akibat adanva kematian.
Serta terdapatnya pihak pewaris dan ahli waris dan harta warisan
Berarti pula, bahwa pada dasarmnya hukum waris adalah suatu
rangkaian yang mengatur cara dan prosedur peralithan atau
pencrusan harta kekayaan, baik yang berupa aktiva maupun
pasiva.

Ahli hukum adat (Ter Haar, 1983:197)

“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai
cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralthan dan
harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generast

ke generasi”.
Kemudian menurut Soepomo (1996:73) -

“Hukum warls adalah  memuat peraturan-peratuan  yang
mengatur proses meneruskan serta pengoperan harang-barang
harta  benda (immuteriale goederan) dari  suatu angkatan

manusia (generatie) kepada keturumannya ™,

Melalui pengertian hukum adat wanis yang dikemukakan
tadi, dapatlah ditanik kesimpulan bahwa di dalam hukum adat
waris dapat ditemukan unsur-unsur pokok berikut ini
I. Adanya pewaris yaitu orang yang mempunyar  harta

peninggalan,
Proses pewarisan dapat berlangsung pada saat si
pewaris masih hidup dan ketika si pewaris sudah meninggal

dunia. Bahwa si pewaris harus meninggalkan harta warsan
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yang akan diberikan kepada ahli waris, Proses pewarisan
pada saat si pewaris masih hidup dapat berupa pembenan
kepada anak perempuan yang mentas atau menikah, dalam
masyarakat Batak Toba disebut Pauseang. Kemudian pada
saat si pewarls meninggal dunia maka anak perempuan
tersebut tidak berhak lagi atas harta wansan yang
ditinggalkan si pewaris, tetapi itu merupakan bagian dari
janda dan anak-anak si pewaris vang belum dewasa.
Kemudian proses pewarisan yang dilakukan pada saat si
pewaris meninggal dunia adalah yang berlaku sebagaimana
mestinya dan dibagi secara adil kepada ahli waris.

. Para ahli waris adalah orang-orang yang berhak menenma
warisan, baik garis lurus ke bawah, kesamping maupun
keatas.

Proses pewarisan tidak hanya berlangung dan
genarasi satu ke generasi di bawahnya Tetapr proses
pewarisan juga dapat berlangsung secara menyamping,
misalnya si pewaris tidak mempunyai anak keturunan
sehingga adik atau kakak dari si pewaris yang masik hidup
berhak untuk mendapatkan wansan dan s1 pewans atau
bahkan harta warisan dapat diwansi kepada bapak atau ibu,
kakek atau nenek dari si pewaris yang masih hidup, im
disebut proses pewarisan secara garis lurus keatas,

Harta waris adalah harta kekayaan yang berupa aktiva dan
pasiva.
Harta wansan dalam hukum adat masyarakat Batak

Toba tidak hanya berupa kekayaan, harta benda dan maten
yang berwuud seperti tanah, rumah, perhiasan maupun
ternak. Tetapi juga ahli waris berhak mendapatkan harta
warisan berupa hutang-hutang, amanah atau pesan. Dimana
ahli waris berkewajiban untuk melunas: segala hutang-hutang

yang terjadi pada saat si pewaris masih hidup kepada pihak

—
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ketiga. Ahli warispun harus men;alankan segala amanah atau
pesan yang disampaikan si pewans sesaat sebelum
meninggalnya, hal ini dapat berupa amanah untuk menjaga
dan memelihara jandanya beserta saudara-saudaranya.

2.3.2 Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Toba

Sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum
adat Batak Toba, vaitu Sistem Patnilineal, dan sistem pewarisan yang
dianut adalah sistem Individual Patnlineal Murni. Oleh Karena itu,
yang berhak menjadi ahli wans dalam masyarakat hukum adat Batak
Toba adalah hanya anak laki-laki sehingga anak perempuan tidak
berhak mewarisinya.

Secara lebih tegas, dalam masyarakat hukum adat Batak
Toba, Vergouwen mengatakan, bahwa tiga bagian pokok hukum
warisan harus dibedakan dengan jelas satu dan yang lain hak
menggantikan (suksesi) menurut keturunan langsung dalam alur
laki-laki, pertumbuhan atau hak pecabangan ke alur lak yang scjajar
(The accural to the colleteral male line) pembagian untuk anak
perempuan (kolleteran = diturunkan dan lelubur yang sama, tetapi
dalam alur yang berlain-lainan tidak menurut garis tegak lurus) (J.C.
Vergouwen, 1986:297).

Selanjutuya,  Vergouwen  mengatakan  bahwa  hak
menggantikan alur laki secara langsung terwujud melalui kelahiran
anak laki-laki, ia adalah pelaksanaan waiar dari kesinambungan
keturunan laki-laki dan jalur bapak. (J.C Vergouwen, 1986:298)

Dengan demikian, jelas bahwa keturunan dimaksudkan
adalah dari.anak laki-laki menurut jalur bapak, singkatnya, bahwa
ahh wans dalam masvarakat Batak hukum adat Batak Toba hanya
anak laki-laki. Sedangkan wanita tidak berhak menjadi ahh wans

sehingga tidak memperoleh bagian dalam warnsan

16
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Sedangkan objek warisan, menurut pengertian hukum adat
waris yang telah dikemukakan sebelumnya adalah berupa harta baik
itu harta matersil maupun yang rmmateriil.

Dalam masyarakat hukum adat Batak Toba bahwa objek
wansan itu disebut tading-tadingan atau tean-reanan (harta
peninggalan), yang terdini dari sinamot (= tanah milik orang yang
meninggal serta kekayaan lainnya, yaitu dapat berupa sopo (=
rumah), hombung (= lumbung padi), pinahan (= ternak), suan-
suanan (= pepohonan), barang bergerak serta singir (= utang) -nya
yang harus dibayarkan kepada dia dan uangnya. Jadi, secara umunya
bahwa semua harta dari yang meninggal adalah menjadi objek
Warisan.

Dalam warisan juga tercakup dua hal yaitu hak dan
kewajiban Umpasa (= peribahasa) pada masyarakat Batak Toba
mengatakan sebagai berikut | “Singir ni ama, ba singir ni anak. Jala
utang ni ama, wtang ni anak”. Artinya adalah tagihan
scorang bapak adalah juga merupakan tagihan anak dan haotang
bapak juga merupakan utang anak. Berdasarkan perumparnaan di
atas, bahwa jika seorang ayah meninggal, maka bukan hanya harta
yang berupa aktiva saja yang diwariskan kepada anaknya, tetapi juga
meliputi hutang atau pasiva. (J.C. Vergouwen, 1986-74).

Menurut Vergouwen, tidak hanya putra orang yang meninggal
yang bertanggung jawab, saudara laki-laki yang meninggal tanpa
keturunan laki-laki harus menganggap kewajiban keluarga untuk
membayar utang yang ditinggal saudara laki-laki ataupun paman,
Jika memang mungkin ( 1986:74).

Pada perumpamaan lain, menegaskan bahwa siapapun yang
mewarisi hal yang baik juga mewarisi pahitnva. Jadi dengan
terbukanya pewarisan maka disana tercakup bukan hanya

memperoleh bagian keuntungan yang berupa yang mendapatkan
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harta, akan tetapi juga adanya kewajiban memikul beban untuk
dipenuhi ahli waris.

Perumpamaan tersebut menngatakan sebagai berkut = “Ni
Arit terugi pora-pora molotinean uli teanon dohot gora”. Artinya
adalah jika meraut lidi dari pohon enau, mewarisi suka cita juga
kesusahan Anak sulung orang vang meninggal dunia pada waktu
sesaat sebelum orang yang meninggal dimasukkan ke liang lahat,
akan mengumumkan dengan suara keras kepada omang yang
berkumpul pada penguburan bahwa dia menerima semua tanggung
jawab atas utang bapaknya, baik disampaikan pada saat itu maupun
vang diberitahukan kepadanya kemudian

Perumpamaan di atas juga mempunyai hubungan dengan hal-
hal yang dibebankan oleh yang meninggal ke atas bagian khusus dari
warisan yang dijatuhkannya kepada ahli wars, ahli wars mesti
menerima beban itu. Misalnya, jika sebidang sawah vang sudah
digadaikan oleh yang meninggal, dijatuhkannya kepada salah
seorang ahli waris, penebusannya pun menjadi tanggungjawab orang
mni.

Jika seorang yang meninggal ketika suatu perkara sedang
berjalan, maka ahli waris vang menerima kekavaan wajib
meneruskan perkaranya, dan bertanggung jawab terhadap setiap
tuntutan yang mungkin timbul dikemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa jika sescorang
menjadi ahli waris maka akan mendapatkan hak dari harta vang
ditimbulkan oleh pewaris, Namun ahli waris juga mendapat
kewajiban-kewajiban untuk memenuli semua hutang-hutang orang
yang meninggal termasuk di dalam kewajiban tersebut adalah untuk
meneruskan perkara dari orang yang meninggal, yang karena pada
masa hidup dari yang meninggal tersebut bahwa perkaranya belum
tuntas. Sesuai dengan hal di atas, maka disimpulkan, pada dasarnya
dalam masyarakat hukum adat Batak Toba, bahwa di samping ahli
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waris berhak mendapatkan warisan mereka juga mempunyai
kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Misalnya, membayar
hutang-hutang vang meninggal (bapaknya), meneruskan perkara dan
pewaris yang belum sempat tuntas pada masa hidupnya. Disamping
itu, para ahli wans juga bertanggung jawab untuk mengurus ibunya.
(Hilman Hadikusuma, 1980:260).

Dengan demikian, maka dalam konsep hukum waris
masyarakat hukum adat Batak Toba bahwa hak dan kewajiban ahh
waris adalah seimbang oleh karenanya tepatlah pepatah di bawah ini,
vang mengatakan “Syalo Singir, Sigarar wtang” (artunya adalah
orang yang berhak menagih piutang, juga berkewajiban membayar
hutang), Namun dalam pembagian wansan, anak laki-laki tertua
lebih diutamakan dari anak laki-laki lain, sehingga ia mendapatkan
bagian lebih banvak.

Dalam masyarakat hukum adat Batak Toba, tidak mengenal
bagian mutlak (legitime portie) yang dibagi menurut harga (uang).
Namun, harta warisan dibagi berdasarkan jumlah anak laki-laki vang
masing-masing memperoleh bagian yang hampir sama nilaiya
Tetapr, anak sulung dan anak bungsu mempunyai bagian yang
khusus, harta mereka 1m mempunyai tempat yang istimewa dalam
masyarakat suku adat Batak Toba.

Ketentuan pokok dalam hukum adat Batak Toba bahwa
hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta peninggalan dan
bapaknya.

Berbeda dengan konsep warnisan dalam hukum barat bahwa
hal mewarisi baru timbul sejak adanya orang yang meninggal Atau,
bahwa boedel warisan akan terbuka seketika bila ada yang
meninggal. Akan tetapi dalam masyarakat hukum adat Batak Toba,
pewarisan atau pembagian harta kekayaan dari suatu penerasi ke
generasi berikutnya dapat dilaksanakan dengan dua cara; vaitu -

Pertama : pada waktu bapak masih hidup, dan
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Kedua : pada waktu bapak sudah meninggal dunia.

Pembagian warisan vang dilakukan semasa hidup bapak
dapat dilakukan oleh bapak sendiri, bapaklah yang mienentukan
berapa bagian masing-masing termasuk memberikan sebagian
kepada anak perempuannya. Biasanya hal ini dilakukan pada saat ada
anak perempuannya yang kawin atau mentas.

Kemungkinan lain atas pembagian harta warisan pada saat
masa hidupnya adalah pada saat menjelang ajal bapak itu sendiri.
Dalam hal ini, anak-anaknya datang memberikan makanan dan pada
saat 1tulah mereka memohon agar sang bapak yang mendekati ajal
tersebut mau membenkan amanah mengenai pembagian warisannya
tersebut. Amanah mengenai pembagian warisan pada saat menjelang
ajal bapak tadi disampaikan kepada anak sulung dihadapan kepala
adat dan penduduk kampung setemput. Pesan yang berupa amanah
mengenai pembagian warisan tersebut merupakan pedoman bagi
anak sulung dalam pengelolaan harta peninggalan atau warisan.

Dalam hal ini, kedudukan anak sulung ialah menggaatikan
kedudukan bapaknya yang sudah meninggal tidak boleh dilanggar,
Sebab, ada pepatah dalam masyarakat Batak Toba vang mengatakan
- "Tona ni na mate, dang boi muba" Artinya adalah bahwa pesan
orang vang telah meninggal tidak boleh diubah.

Jatah atau bagian-bagian warisan yang disampaikan ity
adalah mutlak tidak boleh diganggu gugat. Seandainya pun sang
bapak di kemudian har menjadi sehat kembali, bakwa pesan atau
amanat yang telah disampaikannya tidak dapat digugat kembali atau
ditarik kembali oleh bapak

Hanya ada satu keistimewaan, bahwa anak sulung akan
mendapatkan sebagian besar harta peninggalan bapaknya, karena
kedudukannya di hadapan keluarga adalah menggantikan bapak yang
sudah meninggal dunia tersebut untuk mengurus segala keperluan

keluarga atau saudara-saudaranva. Termasuk di dalamnya adalah
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melaksanakan urusan-urusan yang berhubungan dengan pelaksanaan
adat.

Bagi si bungsu akan berlaku keistimewaan vang berupa
memperoleh bagian dari rumah tempat tinggal sehan-hari dari
keluarga tersebut. Sebab, anak bungsulah yang mengurus ibunya
pada masa akhir/sisa hidup ibu yang telah ditinggal olch bapak.

2.3.3 Tata Cara atau Prosedur bagi Wanita Batak Toba Untuk Dapat Memperoleh
Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba

1.C. Vergouwen mengatakan bahwa seluruh hidup orang Batak Toba
dikuasai oleh struktur kekerabatan patrilinial. Pengaruh ini misalnya
meliputi sistem kewarisan, perkawinan sistem pemilikan tanah dan pola
tempat tinggal. (1986:15)

D1 sisi lain J.C. Vergouwen menambahkan bahwa satu hal yang
menjadi kelemahan dalam masyarakat Batak Toba adalah anak wanita tidak
berlaku menjadi ahli waris bearti, dengan tidak didudukkannya wanita
sebagai ahli waris dalam masyarakat hukum adat Batak Toba. Tidak berarti
anak wanita tersebut tidak mendapatkan bagian dari harta kekayaan
bapaknya.(J.C. Vergouwen, 1986:14)

Dalam masyarakat Batak Toba ada cara anak perempuan dapat
memiliki hak milik bapaknya. Ada pemberian yang dapat dilakukan seorang
bapak kepada anak perempuannva selagi masih kecil ada harta bawaan serta
panjaeannya discrahkan pada pertunangan anak perempuan selagi dia masih
anak kecil ada pemberian yang diserahkan sesudah dan selama dia berumah
langga atau yang diserahkan kepada anak-anaknva

Semua pemberian ini untuk memperlihatkan bahwa bapak atau kalau
bapak meninggal bahwa putra sulunguya, selalu stap mengulurkan tangan
kepada putn atau saudara perempuan dan anak-anaknya. Inilah yang disebut
dengan adat boru atau kewajiban yang harus ditunaikan oleh hula-hula (anak
laki-laki) kepada borunya (anak perempuan),
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Keadaan tersebut antara lain mempunyal maksud bahwa di kala boru
dalam kesulitan atau memerlukan sesuatu sebagian dan harta kekayaan
keluarga harus dijatahkan kepadanya.

Menurut Ter Haar, perbuatan-perbuatan hukum seperti pemberian
bekal kepada pengantin perempuan (witzet-versirekkings) dapat dipandang
sebagai tindakan-tindakan dalam lingkungan hukum wans. lalah hukum
waris dalam arti luas, yang berarti penyelenggaraan pemindahan tangan dan
peralihan kekayaan kepada turunan berikutnya (Ter Haar, 1983,231). Oleh
karenanya, jika mau dikatakan bahwa anak perempuan mempunyai hak atas
harta kekayaan/warisan yang ditinggalkan oleh bapaknya, hal im berarti
bahwa ia dapat menghimbau saudara laki-lakinya agar rela memberikan
sebagian dan kekayaan dan bapaknya Bilamana ia tidak mempunyai
saudara laki-laki, maka himbauan yang dimaksudkan tadi dapat ditujukan
kepada paman atau kerabat yang lebih jauh, agar sudi menyerahkan kepada
anak perempuan dari bapak yang meninggal sebagian dari harta. Seandainya
bapak melakukan pembagian kepada anak-anak selagi masih hidup, maka
pada saat itulah anak perempuan mendapatkan bagian dan ketika itu pulalah
mereka menghimbau  saudara  laki-laki, dan paman terdekat agar
memberikan bagian yang seimbang atau lavak kepada anak perempuan tadi.

Akan tetapi jika anak perempuan ingin mendapatkan bagian yang
dimaksudkan maka 1a harus mengajukan permintaan dengan cara yvang sama,
jika misalnya permintaan tersebut disampaikan kepada bapak saat menjelang
ajalnya, dirringi dengan upacara manulangi (ritual menyuapkan nasi dan
lauk yang lengkap) secara hmikmat Anak perempuan mempersembehkan
makanan kepada hula-hula, kemudian mengajukan permohonan agar
diberikan sebagian dari harta peninggalan.

Bilamana permohonan ditujukan kepada saudara laki-laki sesuai
dengan cara adat yang lazim, dibagasan adat, biasanya pengajuan ini tidak
pernah dapat ditolak Sebaliknya, pihak boru akan dikenakan kewajiban,
yaitu bahwa boru akan bertanggung jawab atas segala sesuatu vang

didapatkan oleh boru dengan cura imi disebut parmano-manoan (= kenang-

2
Toud
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kenangan). Jika yang diberikan itu berupa sebidang tanah disebut schagai
duon sihol (= penawar rindu) atau pardaoan sisiholon.

Perlu diingat bahwa anak perempuan nudak dapat mengajukan
permintaan seperti diatas jika masih ada anak lelaki yang belum kawin dani
keturunan bapaknya, termasuk anak perempuan yang belum kawin, Atau
bila masih diperlukan biaya pemenuhan keperluan ibwjanda yang harus
diambil dari harta yang hendak dibagi. Besarnya bagian vang diperoleh oleh
anak perempuan tergantung dari pada keadaan. Yaitu, bahwa anak sulung
yang mengambil keputusan, harus mempertimbangkan hak dan kepentingan
semua adiknya yang laki-laki dan bagian yang harus diberikan kepada anak
perempuan yang lain.

Ada juga pembenian dari bapak kepada anak perempuannya, yang
disebut dengan pauseang, yaitu jika seorang gadis muda membujuk
bapaknya untuk mendapatkan sebidang tanah untuk diusahakannva, Pada
saat gadis tersebut memikul, maka tanah vang diberikan untuk diusahakan,
diserahkan untuk salama-selama-lamanya,

2.3.4 Kewajiban Moral Bagi Anak laki-laki Batak Toba Untuk Memberikan Harta

Warisan Kepada Saudara Perempuannya

Dalam prinsip hukum adat masyarakat Batak Toba terdapat satu asas
didalam pelaksanaan kegiatan adat, yaitu didasarkan pada “Dalihan Na
Tolu” (Tungku nan Tiga), yang berbunyi sebagai berikut ; “Somba Marhula-
hula™ (Anak perempuan hormat atau menyembah kepada saudara laki-
lakinya), “Manat Mardongan Tubu" (Baik kepada sahabat dari semasa kecil
sampai dengan dewasa), “Elek Marboru™ (Anak laki-laki menyayangi
saudara perempuannya).

Pihak perempuan adalah sebagat boru dan anak laki-laki adalah
pthak  hula-hula.  Schingga anak perempuan mempunyal  kewajiban-
kewajiban untuk bekerja dalam setiap acara adat yang dilaksanakan oleh

saudara laki-lakinya yang merupakan hula-hula.
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Berdasarkan dalihan na tolu itulah, Jika misalnya anak perempuan
menginginkan bagian dan harta peninggalan bapaknya, maka pihak anak
perempuan akan datang ke hula-hulanya membawa makanan dengan sikap
hormat mengajukan maksudnya Biasanva, dalam masvarakat Batak Toba
bahwa permintazn yang demikian tidak pemah ditolak namun, bagi pihak
anak perempuan, karena pennohonannya telah dikabulkan, akan diikut
dengan tuntutan dari pihak hula-hulanya. Yaitu, bahwa boru akan
bertanggung jawab atas Boan (bawaan berupa makanan).

Pada prinsipnya, anah perempuan dalam masyarakat hukum adat
Batak Toba lebih banyak dituntut pengabdian Kepada saudara laki-laki
ditentukan sebaliknya, bahwa saudara laki-laki diharuskan untuk elek
{(menyayangi) saudara perempuan.

Terhadap wanita sering diberi oleh bapaknya sebagian harta yang
namanya pauseang. Yaitu, pemberian kepada gadis untuk bekal hidupnva
dikemudian hari bila ia mentkah kelak. Biasanya diberikan kepada gadis
yang “buruk rupa” agar kemudian dia dihargai oleh suaminya Makna
pauseang dalam hal ini adalah untuk menaikkan harga diri anak perempuan
tersebut.

Ada pula yang discbut sebagai “Permano-Manoan” (Kenang-
kenangan), dimana pihak boru (anak perempuan) akan bertunggung jawab
alas segala sesuatu yang didapatkan oleh born mengenai harta wansan yang
diberikan oleh Bapak atau Saudara laki-lakinya. l'ika yang diberikan ity
berupa sebidang tanah disebut sebagai “Daon Sihol™ (Penawar rindu) atau
Pardaonan Sisiholon

Yang terpenting disim adalah jika boru melakukan permohonan
kepada saudara laki-lakinya dalam hal pesmintaan warisan sesuai dengan
cara adat yang lazim (dibagasan adat) maka biasanya pengajuan
permohonan i harus selalu memikirkan nasib anak atau saudara
perempuannya dalam hal pemberian atau pembagian warisan, dengan kata
lain terdapat suatu kewajiban moral yang dimiliki oleh anak laki-laki Batak

Toba kepada saudara perempuannya dalam hal memberikan schagian atau
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beberapa dari harta warisan. Anak laki-laki Batak Toba berdasarkan
“Dalthan na tolu” diatas adalah menyayangi saudara perempuannya
sehingga tidak serta merta bagi anak laki-laki Batak Toba untuk melupakan
begitu saja saudara perempuannya, baik dalam kekerabatan, adat maupun

pembagian sebagian harta kekayaan dan orang tuanya.
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3.1

BAB I1I
PEMBAHASAN

Kedudukan Wanita Batak Toba Dalam Hal Pewarisan Menurut
Hukum Adat Batak Toba dan Yurisprudensi

Berdasarkan sistem kekeluargaan masyarakat Batak Toba yang
bersifat patrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki, maka
yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki. Oleh karena itu menurut
hukum adat Batak Toba sebenarnya anak perempuan tidak berhak sama
sekali dalam warisan.

Akan tetapi dalam perkembangannya, jika anak perempuan merasa
bahwa dirinya juga berhak atas pembagian warisan, maka berdasarkan adat
Batak Toba yang memegang prinsip “Dalihan na tolu” (tungku nan tiga),
anak perempuan tersebut akan meminta secara adat kepada anak laki-laki
vang sulung Biasanya tindakan yang dilakukan oleh anak perempuan
kepada saudara laki-lakinya seperti ini jarang sekali untuk ditolak, karena
anak perempuan sudah membawa “Boan-boan™ atau makanan yang menurut
adat Batak Toba merupakan himbauan dan penghormatan kepada saudara
laki-lakinya agar rela memberikan beberapa bagian dari kekayaan bapaknya.
Oleh sebab itu anak wanita yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian
bapaknya, baik itu melalui daon sihol, persiholan, perdaonan sisiholan (obat
penawar rindu), maupun melalui pauseang (modal berumah tangga).
Asalkan pengajuan permintaan yang dilakukan oleh anak perempuan seperti
diatas harus melihat kondisi dimana anak lelaki dan anak perempuan dari
keturunan bapaknya harus sudah menikah.

Pada dasarnya masyarakat Batak Toba sudah memberikan
kedudukan kepada wanita dalam hal pewarisan, secara mutlak dan terang-
terangan. Menurut penulis, ini dikarenakan sistem kekeluargaan yang
patrilineal yang melahirkan sistem pembagian warisan yang harus mengakui
laki-laki sebagai ahli waris. Jadi secara mayoritas dalam semua segi
kehidupan masyarakat Batak Toba ditentukan oleh pihak laki-laki. Akan
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tetapi sering juga dilakukan sendiri oleh masyarakat adat Batak Toba,
banyak wanita Batak Toba yang mendapatkan beberapa bagian dari harta
kekayaan bapaknya, baik sebagai Pauseang (modal berumah tangga), Daon
sthol dan Pardaonan sisiholan (obat penawar rindu),

Adalah merupakan kelemahan bahwa anak wanita tidak berhak
menjadi ahli waris dan bila seorang pria tidak mempunyai anak laki-laki,
maka warisannya akan jatuh pada saudara pria vang terdekat (J.C
Vergouwen, 1986:14). Yang sering menjadi masalah adalah mengenai
pembagian jatah bagi anak perempuan, yang sering diabaikan. Jika anak
perempuan merasa bahwa dinnya juga berhak atas bagian yang sama dengan
saudara laki-laki atas pembagian warisan, maka anak perempuan tersebut
akan meminta secara adat kepada anak laki-laki yang sulung,

Bilamana juga tidak ditanggapi oleh pihak saudara laki-lakinya, pada
umumnya sebagai jalan terakhir adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri hingga berakhir ke Mahkamah Agung Pada dasarnva pihak
pengadilan (Mahkamah Agung) akan mengabulkan,

Sehubungan dengan itu, J.C. Vergouwen mengemukakan mujurlah
telah terjadi perubahan-perubshan mengenai hak-hak wanita itu, karena
kalau para wanita yang diperlakukan menurut hukun adat tradisional
tersebut mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri, maka hakim akan
memberi keputusan yang menguntungkannya, (J.C. Vergouwen, 1986:16),
Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan-keputusan  dimana
ditegaskan bahwa dalam sistem patrilineal, mestinya wanita Juga diberni hak
waris yang sama dengan laki-laki, dan janda dalam perkawinan keluarga
patrilineal juga diputuskan berhak atas sebagian dari harta bersama yang
telah terkumpul selama perkawinan.

Keputusan Mahkamah Agung dimaksudkan di atas, antara lain dapat dilihat
dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 Reg. Nomor
179 K/Sip/1961, pada dasarnya memutuskan hak waris anak laki-laki dan

anak perempuan adalah sama dalam pengertian bahwa bagian anak laki-


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3.2

laki adalah sama dengan bagian anak perempuan. (R. Subekti, 1965:85-
88).

Pengaruh Yurisprudensi terhadap Sistem Pewarisan Masyarakat Batak
Toba

Telah terjadi pergeseran-pergeseran prinsip hukum adat waris dalam
masyarakat Batak Toba, vaitu vang berhak sebagai ahli waris tidak lagi
disandarkan pada prinsip hukum waris adat yang menentukan hanya laki-
laki sebagai ahli waris, akan tetapi anak perempuan, dan janda juga menjadi
ahli waris bersama-sama dengan anak laki-laki serta mendapat bagian yang
sama.

Yurisprudensi begitu berpengaruh dan membina sistem pewarisan

masyarakat Batak Toba. Ini didukung oleh perkembangan zaman yang telah

mengarah pada sifat rasionalistis, prinsip-prinsip keadilan dan emansipasi

wanita. Hal im dapat dilihat dani keputusan Mahkamah Agung tanggal 1

November 1961 Reg. Nomor : 179 K/Sip/1961, pada dasarnya memutuskan

hak waris anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama. Adapun dasar

pertimbangan Mahkamah Agung adalah -

a. Masih tetap menghargai hukum adat Batak Toba yang masih hidup.

b. Berpegang pada yurisprudensi yang sudah tetap bahwa anak laki-laki
dan anak perempuan adalah sama dalam warisan,

¢ Rasa perikemanusiaan terhadap kepentingan kedua belah pihak.

Seperti diketahui bahwa masyarakat Batak Toba memakai sistem
pewarisan individual patrilineal murmi, yaitu hanya anak laki-laki saja yang
berhak  mendapatkan harta warisan dari s pewanis. Dengan adanya
yunisprudensi ini maka hak atau bagian dari ahli waris laki-laki dan wanita
adalah sama kedudukannya Dengan kata lain sistem pewarisan individual
patrilineal murni yang selama ini dianut oleh masyarakat adat Batak Toba
telah mulai bergeser kepada sistem individual bilateral yang mengakui
persamaan hak antara laki-laki dan wanita dalam hal pewarisan
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Dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg. 19 Maret 1994

tersebut ternyata telah ditentukan bagian masing-masing yaitu % dari
seluruh bagian harta warisan untuk Ny. Ratna Trimurti Sitompul, % bagian
untuk Singkat Mangatas Sitompul, }é bagian untuk Panusunan Indraniata

Sitompul, dan % bagi janda. Hakim dalam memutus perkara ini bukanlah

melihat dari segi hukum perdata Burgerlijk Wetboek (BW) yang membagi
harta warisan berdasarkan legitime portie melainkan hakim mendasarkan
putusannya dengan memakai sistem pewarisan individual bilateral yang
mengakui persamaan hak antara laki-laki dan wanita dalam hal pembagian
warisan. Oleh sebab itu maka timbullah bagian yang sama antara Ny. Ratna

Trimurti Sitompul, Singkat Mangatas Sitompul dan Panusunan Indranata

Sitompul sebagai ahli wans, yaitu % bagian dan lLeseluruhan harta

warisan, sedangkan sisanya yaitu % bagian adalah hak dari janda Walter

Sitompul (alm).
Hakim Pengadilan Negeri Bandung sudah tepat dalam memutus
perkara ini. Hakim Pengadilan Negeri Bandung memisahkan terlebih dahulu

sebesar % bagian atau % bagian lagi dari keseluruhan harta warisan yang

ditinggalkan oleh Walter Sitompul (alm) dan diberikan kepada jandanya,

karena ini merupakan ceral mati dan menimbulkan harta gono gini. Setelah

itu % bagian lagi dari keseluruhan harta warisan dibagikan secara adil dan

merata kepada empat orang ahli warisnya, yaitu ketiga anaknya dan
jandanya.

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengenai hal diatas adalah
putusan-putusan Mahkamah Agung yang terdahulu atau yurisprudensi. Serta
mengingat bahwa keluarga Walter Sitompul (alm) yang sudah hidup di
lingkungan kota (Bandung-Jakarta) kiranya juga hukum adat harus

diperlakukan menyeluruh dewasa ini apalagi karena urusan sudah masuk
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pengadilan, jadi yang dipakai adalah auran adat yang sudah dimasukkan
sebagai yurisprudensi.

Yurisprudensi mengadakan perubahan-perubahan dan melakukan
pergeseran-pergeseran hukum waris dalam masyarakat Batak Toba, yaitu
bahwa ahli waris tidask lagi hanya disandarkan kepada laki-laki saja akan
tetapi anak perempuan dan janda telah menjadi ahli waris bersama-sama
seria  mendapatkan bagian yang sama, pengaruh yurisprudensi juga
menggeser prinsip pewarisan individual patrilineal murni yang tasdinya
dianut oleh masyarakat Batak Toba secara keseluruhan mengarah kepada
sistem pewarisan individual bilateral. Akan tetapi yurisprudensi ini hanva
berpengaruh pada masyarakat Batak Toba perantauan vang ada diluar
Sumatera Utara, sedangkan bagi masyarakat Batak Toba vang masih berada
di daerah Tapanuli, Sumatera Utara pengaruh yurisprudensi ini masih belum
nampak. Dengan kata lain orang-orang Batak Toba yang masih berada di
daerah Tapanuli masih memegang teguh prinsip pewarisan individual
patrilineal murni,

Dengan demikian, telah terjadi pergeseran-pergeseran prinsip hukum

adat wars dalam masyarakat Batak Toba, yaitu bahwa ahli waris tidak lagi
hanya disandarkan hanya laki-laki sebagai ahli waris. Akan tetapi, anak
perempuan dan janda juga telah menjadi ahli waris bersama-sama dengan
anak laki-laki sert mendapat bagian yang sama.
Oleh karenanya, pergeseran konsep hukum adat waris dalam masyarakat
hukum adat Batak Toba dibina oleh yurisprudensi dan perkembangan zaman
yang telah mengarah pada sifat rasionalitis dan prinsip-prinsip keadilan dan
emansipasi.
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3.3 Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.

164/Pdt/G/1993/PN-BDG,  Putusan  Pengadilan  Tinggi  No.
336/Pdt/1994/PT-BDG dan Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2435
K/Pdt./1995

Pada dasarnya menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal
1 Nopember 1961 Nomor : 179K/Sip/1961, harta warisan dalam masyarakat
hukum adat Batak Toba, adalah sebagai bagian satu kesatuan yang bulat dan
dapat dibagi-bagi. Serta sudah merupakan harta warisan yang bersifat
rational, sehingga dapat dipecah-pecah sesuai dengan keadilan yang
seharusnya didapatkan oleh ahli waris (anak laki-laki dan perempuan seria
janda), Dengan dibaginya harta warisan secara adil dan merata , sesuai
dengan sistem individual bilateral, maka dalam pembagian wanisan dalam
masyarakat hukum adat Batak Toba tidak lagi dipengaruhi oleh pembagian
yang didasarkan pada kedudukan siahaan (= anak sulung), siampudan (=
anak bungsu), boru (= anak perempuan) dan namabaluna (=jandanya).
Tetapi pembagian di dasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung yang
merupakan yurisprudensi tahun 1961 yang mendudukkan laki-laki dan
perempuan memperoleh bagian warisan yang sama.

Pengadilan Negeri Bandung dalam memberikan putusamya
bendaknya juga menyisipkan perumpamaan-perumpamaan Batak Tobu yang
relevan dengan maksud penempatan wanita termasuk janda sebagai ahh
waris. Untuk hal ini misalnya dapat menggutamakan saksi ahli dan paera tua-
tua adat schingga putusan tersebut lebih mengena, misalnya memben
umpasa (perumpaman) sebagai berikut © “Dangka do dumpang, amak do
rere. Ama do tulang anak do ibabere”. Artinya adalah cabang adalah
canggah, tikar usang adalah tetap tiliah. (tulang adalah bapak keponakan
adalah anak) Peribahasa di atas melukiskan kasih sayang yang terdapat
diantara kerabat. Ini menandakan tidak terdapatnya pilih kasth soal anak
laki-laki dan anak perempuan, anak laki-laki dan saudura laki-laki dan anak

dan saudara perempuan,
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Semuanya harus seimbang. Berarti pembahasan  tersebut Juga
menggambarkan adanya persaman arti pentingnya anak laki-laki dengan
anak perempuan.

Oleh karenanya, secara tegas dapat dikemukakan bahwa keputusan
Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 164/PDTIG/1993/PN-BDG, yang
mendudukkan anak wanita sebagai ahli waris dalam masyarakat Batak Toba
dan memperoleh bagian yang sama, merupakan keputusan yang tepat. Oleh
karena itu pula, hukum adat yang bersifat irrasional telah diarahkan kepada
yang bersifat rasional, serta mendukung persamaan hak dan kewajiban dari
wanita yang sepadan dengan laki-laki, termasuk dalam warisan,

Sayangnya gugatan Ny. Ratna Trimurti Sitompul ke Pengadilan
Negeri Negeri Bandung masih kurang sempurna, kekurang sempurnaan ini
dapat dilthat pada obyek gugatun sebanya enam poin, termvata hanya satu
poin yang memenuhi syarat sedangkan lima poin selebihnya tidak
memenuhi syarat, yaitu tidak dicantumkannya identitas barang sengketa,
baik luas, letaknya, batas-batasnya (untuk poin b, ¢, d, ¢) seperti terlampir
dalam skripsi ini, Sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Ny
Ratna Trimurti Sitompul lewat pengacaranya adalah kabur dan tdak
memenuhi syarat yang ditentukan Undarg-undang, khususnya Undang-
Undang mengenai Hukum Acara Sehingga putusan Pengadilan Tinggi
Nomor : 336/Pdt/1994/PT-BDG yang merupakan banding dari putusan
Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 164/Pdt/G/1994 PN-BDG menyatakan
gugatan tidak dapat diterima (Niet on Vankelijk  Verklaard) atau
membatalkan Putusan Negeri Bandung, padahal materi gugatan sudah
mengena dan terbukti

Begitu pula dengan putusan Mahkamah Agung Rl Reg. Nomor :
2435K/Pdv1995 yang merupakan putusan kasasi dari perkara diatas. Pada
dasdrnya putusan Mahkamah Agung ini menguatkan putusan Pengadilan
Tinggi Bandung Nomor : 336/Pdv1994/PT-BDG. Dasar pertimbangan dan
Mahkamah Agung memberikan putusan itu adalah gugatan yang diajukan
oleh Ny. Ratna Trimuri Sitompul ke Pengadilan Negeri Bandung adalah
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tidak sesuai dengan hukum atau Undang-undang, khususnva Undang-
undang mengenai Hukum Acara, Pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanva
berkenaan dengan dilaksanakannya atau kesalahan dalam pelaksanaan
hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No_ 14
tahun 1985, Oleh sebab itu putusan Mehkamah Agung menguatkan putusan
Pengadilan Tinggi Bandung karena gugatan yang diajukan oleh Ny. Ratna
Trimurti Sitompul tidak sesuai dengan hukum atau Undang-undang dan ada
kesalahan dalam pelaksanaan hukum.
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EAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
1. Bahwa menurut hukum adat Batak Toba perempuan bukanlah ahli waris,

ini ditandai dengan sistem pewansan masyarakat Batak Toba yang
memakai sistem pewarisan individual patrilineal murni. Bahwa yang
berhak mendapatkan hanyalah anak laki-laki saja, anak perempuan tidak
dianggap sebagai ahli waris, begitupun janda dan si pewans. Sedangkan
menurut yunisprudensi Mahmakah Agung tanggal 1 Nopember 1961
Nomor : 179K/Sip/1961 dan yurisprudensi tanggal 18 Maret 1973
Nomor : 707K/Sip/1973 bahwa wanita sudah berhak menjadi ahli waris
bahkan antara laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam
pembagian warisan begitu pula sudah diakuinya janda sebagai ahli

Warls.,

ted

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal | Nopember 1961
Hﬂmur  179K/8ip/1961 dan yurisprudensi tanggal 18 Maret 1973
Nomor : T07K/S1p/1973 telah diikuti putusan hakim Pengadilan Negeri
Bandung Nomor : 164/PdVG/1993 PN-BDG tanggal 29 Maret 1994
yang menyatakan bahwa antara laki-laki dan wanita mempunyai hak
vang sama dalam masalal pembagian warisan di lingkungan masvarakat
Batak Toba Yurisprudensi mempunyai pengaruh yang besar dalam
pembinaan hukum adat waris di Batak Toba pada khususnva dan hukum
adat warls umumnya, Sebab hukum adat memang dibina oleh bangsa
Indonesia lewat yurisprudensi. Ini dapat dilihat dan sistem kewarisan
Batak Toba yang tadinya menganut sistem pewarisan individual
patrilineal murni mulai bergeser kepada sistem pewanisan individual
bilateral yang mengakui persamaan hak antara laki-laki dan wanita
dalam hal pembagian warisan. Begitu pula janda telah menjadi ahli waris
dari suaminya. Yunisprudensi ini sudah mulai berpengaruh dan diikuti
serta dipraktekkan oleh sebagian orang Batak Toba yang merantau ke
luar daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Sedangkan untuk orang Batak
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Toba yang masih tinggal di daerah Tapanuli yurisprudensi ini masih
belum berpengaruh dan belum diprakiekkan secara nyata karena mereka

masih memegang teguh prinsip pewarisan individual patrilineal mumni.

4.2 Saran

3

[l

Ll

Hendaknya dalam menentukan kedudukkan wanita sebagai ahli waris
dalam masyarakat Batak Toba jangan hanya bersandar pada prinsip yang
mengatakan bahwa jalur keturunan ditentukan, oleh laki-laki (sistem
patritineal). Sehingpa hanya laki-laki yang menjadi ahli waris, tetapi
Juga dapat ditentukan berdasarkan alasan kekeluaraaan, asas kerukunan,
asas keadilan, dan asas persaman hak-hak asasi. Dengan demikian
ﬂl.vanita juga diharapkan dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya
(bapak),

Sesuai dengan saran di atas maka hendaknya pewaris dan ahli waris
bukan diutamakan berdasarkan jalur keturunan dan marga. Artinva jika
seorang ayah tidak mempunyai anak laki-laki, maka warisan jatuh
kepada saudara laki-laki terdekart tetapi cukup hanya berdasarkan faktor
keturunan, sehingga walaupun ﬁyah tersebut tidak mempunyai keturunan
laki-laki dan hanya mempunyai keturunan perempuan, maka anak
perempuan itulah yang menjadi ahli waris bukan keturunan menyimpang
atau pamannya. Mengenai objek warisan sebaiknya ditentukan juga
berdasarkan nilai mata uang. Dengan demikian, setiap wariszn dapat
dibagi-bagi berdasarkan hak dari masing-masing ahli waris.

Dalam yurisprudensi yang mendudukkan wanita sebagai ahli waris
hendaknya hakim mengikutsertakan saksi ahli, yaitu penatua hukurn adat
dan Guru Besar hukum adat Dengan harapan dapat berperan serta
membantu dalam memasyarakatkan atau mensosialisasikan sistem
pewarisan yang bersifat individual bilateral. Dan alangkah lebih baik
lagi Jika dalam pertimbangannya, yurisprudensi itu mencantumkan
umpasa-umpasa (peribahasa) yang mengandung arti yang dapat

mendukung wanita sebagai ahli waris dalam masyarakat Batak Toba,
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4. Hendaknya setiap penggugat yang mengajukan gugatannva ke
Pengadilan harus melampirkan gugatan yang sempuma, baik itu syarat
tekmk pembuatan surat gugatannya maupun materi dari gugatannya
sehingga gugatan menjadi jelas, mengena. dan sesuai dengan hukum
acara dimana hakim yang mengadili tidak akan memberikan keputusan
No (Niet on Vankelijk Verklaard) atau gugatan tidak dapat diterima.

5. Seyogyanya penggugat yaitu Ny Rama Trimurt Sitompul kembali
mengajukan gugatan baru kepada Pengadilan Negeri Bandung. Dengan
catatan gugatan tersebut harus mempunyai kesempurnaan, seperti dalam
kasus ini harus mencamtumkan identitas barang sengketa, baik luas,
letak, batas-batasnya, jenis, jumlah dan ciri-cirinya sehingga pugatan
baru tersebut tidak kabur dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh
undang-undang, khususnya Undang-undang Hukum Acara
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ENGADILAN NEGERI KL.I BANDING

r v T U 8 A B -

Hﬂc154?’1’111:!&;1993!?-“.3&54— S —— ——— T ——

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,= ==
Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah men

jatuhkan putusan sebagal berikut, dalam parkara antara:

NY. RATNA TRIMURTI SITOMPOEL, ibu rumah tangga, ber --

tempat tinggal dl J1., Cipaganti No, 59 A ===

Elﬂdl[ls ] e - —

Penggpugat ;

1 A W AN 4 - - - =

1. SINGEKAT MENGATAS SITOMPOEL, Sm., Hk, Anggota MPR RI.
bertempat tinggal di J1, Cikapayang No,7 =-=

Bmdu’flg' e -

Tergugat I3 ——

2, PANUSIUNAN INDRANATA SITOMPOEL, S.E. Pegawai Negeri-
bertempat tinggal di J1, Tanah Kusir Raya -
No. 1 ( 4/h, J1, Raya Ciputat No. 3 ) Jakar-

ta Selatan,

Tergugat Il - -

3. N, M.H.1, TOBING, Fensiunan Fegawal Negeri, ber =--
tempat tinggal di J1, Kebon Eibit Utara I =-
Ne. 324/58 Bandung, =
Tergupgat 111 ; -—

Pengadilan Negeri tersebut : -- -

Telah (XX
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- D e
Telah membaca surat-surat dalam perkara terasbut ; --

Telah mendengar keterangan darl keduabelah pihak ter

ssbut :

TENTANG DUDUENYA PEREARA : -

L]

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya
tertanggal Bandung 16 Mel 1993 yang diterima di Kepa -
niteraam Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 = 5
- 1993 Reg. No. 164/Pdt/G/1993/P,.Bdg. mengemukaksn ==
ssbagal berikut : -- v

1. Bahwa ternyata dan terbukti pada tanggzal 20 July =-
1974 suami dari Tergugat III yang msrupakan ayah kan -
dung dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat Ll yang -
bternama Walter Sitompoel telah meninggal dunim di Ja -

karta ; = -

2. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Walter Sitom ===

poel, maka almarhum telah meninggalkan ahli waris dan-

harta warisan ; =e-ecoccae- - -

5+ Bahwa sepeninggal almarhum Walter Sitompoel, telah-
meninggalkan seorang iasteri yaitu Tergugat III dan —==

anak-anak haeil perkawinan antara almarhum Walter Sitom

poel dengan Tergugat III yaitu adalah Penggugat, Ter =

gugat I dan Tergugat Il ;| =ecreccecccccccneccee.

Selaku demikisn itu ternyata dan terbuktl bahwa almar-
hum Walter Sitompoel mempunyai ahli waris yaltu 1 =——
Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;-

4, Bahwa 12
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4. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, almarhum -
Walter Sitompoel juga telah meninggalkan harta wariasan

yang terdiri dari : -- ———— -
a, Sebldang tanah dan bangunan yang terletak di J1,.Ci-

kapayang No,T Bandung ; -
b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di J1,Ta=-
neh Kusir Raya No. 1 (d/h.J1,Raya Ciputat No.3) Ja-

karta Selatan ; = - - -

¢, Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di J1.Sri-
wijaya No. 40A Medan ; —=-== =

d. 3(tiga) kavling tanah yang terletak di Komplek Ben-
di Bintaro Jakarta Selatan ;

e. Sebidang tanah seluas 5000 M2 (limaribu meter perse
gl) yang terletak di Cirende Jakarta Selatan : ——-

f. Perhiasan emas ; —=-- — =

5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Walter Sitompoel-
( tanggal 20 July 1974 ) sampai dengan gugatan ini di-
a)ukan ternyata dan terbukti harta warisan termaksud -

belum dibagi ( ONVERDEELD BOEDEL ) -

6. Bahwa diantara Oenggugat, Tergugat I dan Tergugat -
II telah beberapa kali diadaken musyawarah untuk mem -
bagi harta warisan, akan tetapl hingga gugatan ini di-
ajukan belum ada kesopakatan karena Tergugat I dan Ter
gugat II selalu berpedoman kepada Hukum Adat di Tapa -
nuli ( Hukum Adat Batak ) ; : -

7. Bahwa aepengetahuan Penggugat, cara pembagian har -
ta warisan menurut Hukum Adat Tapanuli (Adat Batak) su
tidak dianut lagi, hal mana sesual dengan Yurispruden-
&l Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

A, Yurisprudensi ,,.
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A, Yurisprudensi Mahkemah Agung Republik Indonseia -—=
tanggal 18 Maret 1976 No.707 K/Sip/1973 ( Dalam =—-
parkara antara INGAN MALEM boru GINTING lawan TIM -
BAGEN GINTING SUKA) ;

Menyatakan : g
" Pembagian warisan dalam perkara ini sekarang ha =
rus menurut hukum yang mengakul hak wanita sama -

dengan hak lelaki dalam hukum warisan " ————————-

B, Yurisprudenesi Mahkamah Agung Republik Indonesia —-—-
tanggal 1 November 1961 No. 179 K/81ip/1961 ( Dalam -
perkara LANGTEWANG SITEPU danNGADU SITEPU lawan BE =
NIH GINTING ) ;

Menyatakan :
" Anak perempuan dan anak laki-laki darl seorang pe-
ninggal warisam, bersama berhak atas harta warisan
dalam arti bahwa bagian anak lelak!{ adalah sama —

dengan anak Perempuan "

Sehingga dengan demikian Fenggugat berpedoman kepada
kedua Yurispewiensi tersebut ; =

8., Bahwa agar gugatan ini tidak 1llusoir adanya, ser =
ta agar harta warisan termaksud tidak dialihkan/dipin-
dahtangankan haknya kepada orang lain, mohtcn kiranya -
diletakkan Sita Jaminan terhadap barang-baramg sebagai
berikut :

&, Sebldang tanah dan bangunan yang terletak di J1, —
Cikapayang No.7 Bandung ;

b. Sebldang tanah dan bangunan yang terletak 41 J1, —
Tanah Kusir Raya No.1 ( d4/h, J1. Raya Ciputat No.3-

Jakarta Selatan :

¢. Seuidang tanah dan bangiman yang terletak di J1., —

Sriwlijaya No, 40 A Medan :

d. 3 (tiga) kavling tanah yang terletak di Komplek —=-
Bandi ...
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Bandi Bintaro Jakarta Selatan ;

e. Sebidang tanah seluas 5000 M2 (Limaribu meter per =
segl) yang terletak di Cireundeu Jakarta Selatan ;-

f. Perhiasan emas ; -

9, Bahwa dalil penggugat adalahb didasarkan pada kekuat
an akta authentik hal,mana sangat bearalasan hukum apa-
bila Putusan ini dapat dijalarkan terlebih dahulu wa =

laupun ada verzet, banding maupun kasasi { Uitvoer ===

baar bij voorraad ) ;

Berdasarkan seluruh hal sebagalmana telah diuraikan --
di atas, kiranya yang terhormat Bapak Ketua Fengadilan
Negeri Kelas I Bandung, berkenan untuk memutuskan : —-

1, Mengabulkan Gugatan Fenggugat untuk seluruhnya ; ==

2, Msnyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap :

4, Sebidang tanah dan bangunan yang tarletak di J1.

Qikapayeng No.7 Bandung j
b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di J1l.-
Panah Kusir Raya No.1 (d/h.J1. Raya Ciputat Fo. -
3) Jakarta Selatan ; - B -

c. Sebidang tanah dan bangunan yang terlatak di Jl.-

Sriwlijaya No,40 A Medan ; -
d. 3 (tiga) kaveling tanah yangterletak di Komplek-

Bendl Bintaro Jakarta Selatan ; -

e. Sebidang tanah seluas 5000 M2 ( limaribu meter -

persegl) yang terletak ii Cireundeu Jakarta Se -

latan ;

f. Farhiasan smas ; -

3. Menyatakan : A ==

A, Manetapkan ...
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A. Menstapkan bahwa ahliwaris almarhum Walter 51 -

tomposl adalah Penggugat, Tergugat I, Tergugat -

II dan Tergugat III ; =w=cm—c—ew-
B, Menetapkam bahwa : -—-- s
a., Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di-

1.

J1. Cikapayang No, 7 Bandung ;
Sebidang tanah dan bangunesn yang terletak di-
J1. Tanah Kusir Raya No.1 (d/h. J1. Raya Cipu
tat No.3 ) Jakarta Selatan ; =

Sebidang tanﬁh dam bangunan yang terletak di-

J1. Sriwijaya No,40 A Medan : -

3 (tiga) kaveling tanah yang terletak di{ Kom-
pleks Bendi Nintaro Jakarta Selatan ; ====e=a
Sebidang tanah seluas 5000 M2 ( limaribu meter

persegi) yang terlstak di Cirendeu Jakarta =-

Selatan ; —— e

Ferhiasan emas ; =——e——ee——- s s

adalah Harta Warisan peninggalan dari almarhum -
Walter Sitompoel ; -

C. Henetapkan pembagian hak dari para ahliwaris —=

adalah sebagail berikut : —— ns

Penggugat berhak atas 1/8 ( satu per delepan )

bagian dari harta warisan ; -

Tergugat I t»rhak atas 1/8 ( satu per delapan)

bagian dari harta warlsasn § --=- i

Tergugat II berbak atas 1/8 (satu per delapan)

bagian dari harta warlsan ; =--

Tergugat III berhak atas 5/8 (lima perdelapan)

bagian dari harta warisan ; --- -

4, Menghukum Penggugat, Tergugat I, fergugat IT dan =-

Tergugat III untuk melaksanakan pembagian harta wa=-

risan iss
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rizan almarhum Walter Sitompoel sesuasi dsangan bu

tir 3,C., dan apabila Penggugat dan atau Tergugat I
dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III tidak

melaksanakan isl putusan inil, eelanjuinya dilaku -
kan penjualan melalul lelang dengan perantaraam —-—
Eantor Lelang Negara terhadap seluruh harta waris-
an dan hasll penjualan tersebut dibagikan kepada =
Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat =-
I1I pesuai dengan petitum butir 3.0, ; =——ecccccce-

5. Menyatakan bahwa putusan inl dapat dijalankar ter-
lebih dahulu walaupun ada verzei, banding maupun =

kasasi ( ultvoorbaar bij voorraad ) ;

atan - -

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon pu ==

tusan yang seadil-adilnya (ex aesquo et bono) ; ===—=—

Menimbang, bahwa pada harl-hari persidangan yang te -
lah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat datang ==
menghadap kuasanya yaltu 1., ISEANDAR OERIP EARTAWINA~-
TA, SH, Advokat/Pengacara, 2. ROBERTO HUTAGALUNG, SH,
Pengacara/Asistent Advokat, berdasarkan kekuatan su =
rat kuasa khusue bermeteral cukup tertanggal Bandung-
16 Mesi 1993, untuk Tergugat I datang menghadap kuasa-
nya yaitu BINSAR S, SITOMPUL, SH,, Pengacara/Penase =
hat Hukum, bardasarkan kekuatan surat kuasa khusus ==
bermeteral cukup tgl, Pandung 17 Juli 1993 yang ke ==
mudian ditanti dengan surat kuasa khusus tgl. Bam ===
dung 29 Juli 1993, untuk Tergugat II dan Tergugat III
dataiug menghadap kuaqanya yaitu SAID DAMANWIK,SH., HO=-
RAS SINAGA, SH, CHARLES PASARIBU, SH, M. SIPAHUTAR,SH
Pengacara-Penasehat Hukum darl Kantor Pengacara-Fans-

sehat Hukum SAID DAMANIK,SH & REKAN ..ceceocsvsrrens
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gehat Hukum SAID DAMANIK,SH. & REKAN, Jakarta Timur,-
terdasarkan kekuatan surat kuasa masing-masing diatas
kerta bermeteral cukup tanggal Jakarta 11 Agustus ---
1993 s

Menimbang, bahwa terhadap gugatan FPenggugat terasbut=
pihak tergugat I mengajukan Jawaban tertulisnya ter =

tanggal Pandumg 24 Agustus 1993, sebegail berikut : --

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa dalam komparisi Gugat Penggugat, Tergugat III
beralamat di J1. Kebon Bibit Utara I No.32A/58 Ban ==
dung, padahal kenyataannya Tergugat I1I sekarang su =
dah tidak lagi di alamat tsb. akan tetapl sudah pin -
dah ke J1. Ciputat Raya No,3 Jakarta Selatan ( ke ---

alamat Tergugat II ) ; ===——meccmccscsemesse————e————

- Bahwa Para Tergugat meragukan Penggugat sebagai =a-
lah seorang ahli waris, karena Penggugat tidak pernah
tinggal serumah/berkumpul dengan Para Tergugat sela -
yaknya hidup dalam satu keluarga. Lebih-lebih lagi --
dalam Kartu Keluarga dan surat-surat, dalam Tunjangan
Gaji Pewaris (almarhum) sebagai Pesgawai Negeri 3Sipil-
pun tidak pernsh tercatat bahwa Penggugat sebagal -—-
tanggungan Pewaria. Adapun yang tercatat dalam surat-

surat tersebut di atas tidak lain dari Tergugat I dan

Tergu&at II ; - — ———— i —— - - —

- Bahwa disamping itu seandainyapun Penggugat itu --
benar salah seorang dari ahli waris, gugatan Fenggu -
gat terlalu Prematur dan diluar darl azas kepatutan -

kalau kita 1lihat dari tata kesopanan agama Tmaopun ——-—

hidup e
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hidup bermasyarakat karema gugatan diajukan selagl =
orang tua/Tergugat III masibh hidup, dimana kalau ki-
ta 1ihat titik pangkal hukum adat tentang kedudukan-
janda adalah : Ferempuan i{tu selagal orang asing tak
berhak ataa warisan tapl sebagai iferi ia ikut memi-
1iki harta benda yang diperoleh selama parkawinan, =
ditambsh pula bshwa ia dimana-mana adae hak atas na -
fakahnya dari harta peninggalan 1tu seumur hidup ...
weesssss [ Mr, B, TER HAAR Bzn Dalam bukunya ASAS =
ASAS DAN SUSUNAN HUKUM ADAT Hal. 246 ), oleh karena
nya Hak Waris terhadap Ahli Waris masih tertutup de-
ngan adanya Tergugat IIT masih hidup, pun dilihat ==
dari segi keadilan maupun moral suatu hal yang tidak
patut gugaten pembagian haria warisan diajukan se ==

lagi salah seorang Pewaris masih hidup ; ====—== —

- Bahwa seperti dalam keputusan Mahkamah Agung tang-
gal 25 Oktober 1958 No.54K/SIP/1958 "Menurut Hukum -
Adat Batak yang bersifat Patriarchaal segala harta =
yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, te-

tapi isteri mempunyal hak memakal seumur hidup dari-

harta suaminya" ;

- Bahwa keputusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari-
1958 No.320K/SIP/1958 "Menurut Hukum Adat Daerah Ta-
panuli pada perjalanan jaman pada waktu sekarang si-

isteri dapat mewarisi harta pencarian dari saug su -

ami yang meninggal dunia" ;

Bardasarkan alasan-alasan tsb, di atas Tergugat I ==
mohon kepada Pengadilan Negeri Kle.I Bandung agar ==

sudl apalah kiranya berkenan memutuskan : ==——=======

- Msnolak sas
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- Manolak Gugatan dan Tuntutan Penggugat seluruhlnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara =—
yang timbul dalam perkara ini ; -

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Gugatan=-
dan Tuntutan Penggugat seluruhnya kecuali apa yang =--
telah diaskul secara tegas dan bulat oleh Para Tergu -

gat -

- Bahwa apa yang dimuat dalam bahagian EFksepsai mohon-
dimuat pula dalam bahaglan Fokok Perkara ini § —-==--

- Bahwa dalam point 4 (empat) Gugatan Penggugat men -
dalilkan bahwa Pewaris telah meninggalkan harts wa ==
risan yang tidak jelas, baik batas-batasnya maupum --
nomor-nomor Surat Hnk Kepemilikannya, maka disini Je-
las dan nyata sekall bahwa Penggugat sama sekali ti -
dak tahu persis keberadaan barang/harta warisan., ---=

Penggugat hanya menduga-duga dan mengzada-ada dalam --

dalil Gugatannya ; -

- Bahwa memang benar harta warisan belum dibagi-bagi-
(ONVERDEELD BOEDEL) karsna Para Ahli Warie (Tergu —=--
gat I, Tergugat 1I dan Tergugat ITI) tidak mempunyai-
niat untuk membagl-bagikan/memecah harta warisan se -
lain barang/harta warisan teb, dimiliki, dikuasal dan
dinikmati secara bersama-sama, seperti apa yang Fara-
Tergugat ketahui harta warisan menurut Hukum Adat ti-

dak merupakan kesatuan yang dapat dinilal harganya --

akan tetapt ...
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akan tetapl merupakan kesatuan yang tidak terbagi ---
atau dapat terbagi menurut jenis, macamnya dan kepen-
tingan para warienya karena pula Hukum Waris Adat ti-

dak mengenal Azas Legitieme Portie atau Bagian Mutlak

sebagaimana Hukum Waris Barat (BW,) ;

- Bahwa memang benar para shli waris (tergugat I, Ter
gugat II dan Tergugat III) kalaupum harta/barang wa =
riean itu ekan dibsglikan adalah berpedoman kepada Hu=-
kum Adat Tapanuli ( Hukum Adat Eatak ) karena mengi -
ngat Pewaris sudah tidak ada ( meninggal dunia ) hen-
daknya memakal Hukum Adat Batak dalam mengurus pema -
kamannya maupim psmbagian harta/barang warisan, menu-
rut hemat kami wajar seorang pemilik kekayaan ( Pewa-
ris ) mempunyal keinginan supaya harta kekaysannya --
dikemudian hari setelah wafat, akan diperlakukan menu
rut cara tertentu. ILebih-lebih keinginan ini akan te-
rasa apablla Hukum Warisan yang dilaksanakan, menen -
tukan cara pembagian harta wariman yanz sama sekalil -
tidak cocok dengan keinginannys ( Fewarie ), disam ==
ping Litu Pewarie (almarhum) nampaknya jauh-jauh hari-
sebelumnoya sudah memperhlitungkan supaya dikemudlianm ha
ri diantara Para Ahli Waris tidak ada silang sengke -
ta dan oleh karenanya Fara Tergugat atas keinginanm =-
terakhir dari si Pewaris sangat menghormatinmya dan --
bertekad akan melaksanakannya quod non bahwa keingin-
an pembagian waris memakal Hukum Adat Batak tidaklsh-
semata-mata kelnginan dari Para Tergugat, akan tetapi
adaleh suatu waelat dari FPewaris yang diucapkan di —
depan Tara Ahll Waris dan para kerabat, oleh karena -
nya seperti apa yang dikatakan oleh Fara Tergugat ——

" Para Targugat tidak akan menentang dan menantangd-—-

keinginan daripada Pewaris " ;

o Bahwa [N )



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

ALV

= Eghwza dalam hukum Adat Eatak yang berdasarkan ai --
fat kebapakan atau Patrislchaat, seorang isteri oleh-
karsna perkawinannys adalah terlepas dari hubungan —
kekeluargaan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara =
sekandung, saudara sepupu dan lain-lain keksluargaam-
atau dengan perkataan lain Penggugat sudah terlepas -
darl keluarga Sitompul karena selak perkawinannya ——-
el isteri sudah masuk dalam lingkungan keluarga sua =
minya (Ronggur Hutagalumg,SH,) dengan cara jujuram --
oleh karena itu masuk ke dalam kesluarga suaminya dan-
otomatis bukan merupakan ahli waria- keluarga Sitem --

pul ; -

- Bahwa walaupun keadaannya tsb, di atas Para Tergu -
gat telah merencanskan untuk memberi ¥%aglan harta wa-
risan kepada Penggugat, kalau Fenggugat itu meminta =
secara balk-balk sesual dengam Adat Batak, dimapa da-
lam adat Batak kalau perempuan meminta baglan waris -
gseharusnya perempuan itu datang ke saudara laki-laki-
( Tergugat I dan Tergugat II ) dengan membawa makan -
anm ( Mamboan Sipangenon ) dan pasti para tergugatpun-
akan memberikannya bukan dengan cara menggugat ke Pe-
ngadilan, apalagi keluarga Ronggur Hutagalung (Peng -
gugat) juga tercantum sebagal anggota perdomuan Si --
tompul yang organisasl perkumpulan teb, berazaskan -
hukum adat Batak, jJadi kalaupum meminte harta warisan
eabenarnya sangatlan mudah para tua=-tua adat di per -
kumpulan tsb.pun akan membantumya, dengan cara tsb, =~

Jelas ksharmonisan dalam keluarga terjaga ; ===———==-

- Bahwa dengan demikian sebenarnya Para Tergugat su -
dah cukup adil dalam pembagian harta peninggalan %sb,
disamping itu harta peninggalan menjadl utuh walaupun

masing-masing ...
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masing-masing dipegang dan dikuasai/dimiliki oleh Fa =
ra Tergugat dan Penggugat, akan tetapi nampaknya Feng-
gugat seperti dalam mgatannya mempunyai niat yang %I -
dak baik dan dengan mafsu duniawinya ingin merusak —-
harta peninggalan tsb, diatas, ini terbukti{ dengan me-
ngajukan dalam Gugatannya supaya barang-barang teb.di-
lelang, dan minta dari hasil lslangan tsb.dibagl-bagi-
disini jelas Para Targugat keberatan,dan pula Penggu =
gat nyata sekali tidak menghormati jerih payah almar -
hum Pewarie yang mana selama hidupnya bersusah payah =
mengumpulkan dari hasil keringatnya sedikit deni se —
dikit, sebenarnya walaupun demikian Para Tergugat su =
dah sangat bljaksana untuk mempserhatikan Fenggugat ; =

- Bahwa adalah tidak benar cara perbaglan menurut Eu -
kum Adat Tapanuli ( Hukum Adat Batak ) sudah tidak ===
dianut lagl terbukti dalam yurieprudensi-yurisprudensi
Hukum Adat Batak masih banyak diberlakukan, contohnya-

Putusan Mahkamah Agung No.506K/SIP/1968 No,528K/SIP/ =
1972 dan masih banyak lagi, dimana putusan-putusan —--

tsb., justru bertitik tolak pada Hukum Adat Batak ( Hu-

kum Adat Tapanull ) ; - -

- Bahwa Penggugat dalam mendalilkan putusan/yurispru -
densi Mahkamah Agung hendaknys jangan mengartikan/me -
nafsirkan secara parsial dan framentaris, tetapi ha —-
rus dilihat causalitasnya secara tersendiri, dan perlu
diingat Para Tergugat yakin sebenarnya FPenggugat tahu-
Suku Batak diperantauan yang tall kekerabatan dan ke -
sukuannya erat esekali, sehingga mayoritas dalam menye-
lesaikan kemelut harta/barang warisan selalu disele -
saikan secara musyawarah dengan acuan Adat Batak yang-

penuh kekeluargaan ; -

= Hahwa LS


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

- 14 =

- Bahwa lebih-lebih lagi seperti apa yang telah dimu-
at dalan baglan Eksepsl, kalaulah benar Pengguzat itu
sgbagal Ahli Waris, seharusnya Penggugat ikut merawat
mengobati dan meladeni Tergugat III, setidak-tidalmya
menun)ukkan baktinya selayaknya anak kepada orang tua
bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II, bukan
esbaliknya menggugat ke Pangadilan menuntut harta wa=-
risan yang sifatnya terbuka untuk umum, disamping itu
kalau dilihat dari keadaan dan keberadaan Fenggugat -
adalah orang yang berkecukupan dan sangat mapan dalam
kehidupannya. Jadi Jelaslah disini Fenggugat kalaupum
betul sebagal salah seorang Ahll Waris sama sekall -
tidak ada burhaktfnya kepada Pewarls maupun Tergugat-
III selayaknya seorang anak atau Ahli Waris ; —=————-

= Baehwa Gugatan Penggugat dengan meminta sita Jaminan
atas barang-barang/harta sepertl apa yang didalilkan=-
oleh Penggugat adalah tidak masuk diakal dan sama se-
kall tidak mempumyal alas hukum untuk khawatir harta-
warisan tsb., dipindah tangankan atau dialihkan haknya

kepada orang lain ; -

- Bahwa balk Para Tsergugat maupun FPenggugat tidak di-
gangkal lagli adalah berasal daril Suku Batak, maka de-
ngan sendirinya secara teoritis, Hukum Adat menganut-
slstem FATRINILIAL yaitu slstem keturunan yang dita -
rik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih-
mendpjel sepaerti pendapat lainnya TER HAAR hal.236 --
dalam bukunya ASAS-ASAS DAN SUSUNAN HUKUM ADAT "ada -
lah disadari sebagal perkara yang sudah ssmestinya ==
bahwa bilamana pemimpin daripada keluarga itu mening-
gal, harta bendanya (harta benda keluarganya) tetap =
berlangeung dalem keadaan tak terbagi-bagl dibawah --

pinpinan <
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pimpinan orang lain yaitu (anak laki-laki yang tertua,

jandanya) untuk kepentingan keluarga" ;

= Bahwa dalam Gugatan dan Tuntutan Penggugat pada ba=
gian Petitum 3 (tiga) Sub C, Penggugat meminta supays
harta peninggalan tsb, diatas dibagl antara Tergugat-
I, Tergugat II dan Penggugat meminta 1/8 ( Satu per -
delapan ) masing-masing, sedang Tergugat III 5/8 (1i-
ma per delapan ), Para Tergugat belum mengerti bahwa-
Penggugat memakal dasar/sistem hkum yang mana ? kare-
na Penggugat tidak mencantumkan dasar hukumnya, ada -
pun yang Fara Tergugat ketahul kalau memakal landasan
Hukum Ferdata (BW), disitu disebutkan dalam Pasal 914
( XUH.Pdt.) ™ .eeecesesvess. Dalam hal orang mening-
gal dunia, meninggalkan tiga orang anak atau lebih --
maka Legitieme Porte dtuw.3/4 (Tiga per empat) bagian-
darl apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada -
pewarisan karena kematian ............", Selanjutnya
menurut pengetahuan kami Hukum Adat tidak mengenal ——
cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi
selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud -
benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Jadi walaupun
hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak tidak ber
arti bahwa setiap waris akan mendapatkan bagian wa --
risan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang
sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah terten-

tu ; -

- Bahwa kalaupun memakal hukum Islam cara pembaglan -
waris yang mendapat 1/8 (satu per delapan) bagian --—-
adalah ieteri atau beberapa ietsri, jika svami yang -

wafat meninggalkan anak lelaki atau perempuan atau --

cucu lelaki atau cucu perempuan dari anak lelaki (Al-

Qur'an Surah IV An-Nisea) ; btk N
- Bahwa Pa g
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- Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat selebihnya -

harus eikesampingkan ; -
Berdasarkan alasan-alasan tsb, diatas Para Tergugat -

mohon kepada Pengadilen Negeri Kls.I Bandung agar su=-

dilah kiranya mamutuskan : ===—=—===—=—sccosos—eooea-

DALAM EKSEPSI ¢ -

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;3 =

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diiterima

DALAM POKOK PERKARA @ -

- Memolak Gugatan dan Tuntutan Penggugat seluruhnya -
atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan dn Tuntut-

an Penggugat tidak dapat diterima ; ———

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar blaya per --=

kara yang timbul dalam perkara inl j =====---—s-==—

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat IIdan Tergugat III mengajukan jawaban tertu
lisnya tertanggal Pandung 24 Agustus 1993, sebagai -

hﬂrj.kut B ——— e - S - - - i

DALAM EKSEPSI : -

Gugatan kabur ( obscur libel ) dan salah pihak (error

in persona) ; - - IR

1. Bahwa Tergugat II dan III membantah seluruh dalil
Penggugat kecuall yang secara terang terbukti dan di
akuli Para Tergugat ; -

2. Bahwa e
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2. Bahwa Fengguget dalam Gugatannya menyebut Tergu -
gat I bernama SINGKAT MANGATAS SITOPOEL, SM.Hk,Ang -
gota MPR RI padahal yang benar adalah SINGKAT MANGA-
TAS SITOMPOEL, Sm,Hk, maka gugatan salah pihak(error
in persona) ( bukti T,II dan III-1 ) ;

3, Bahwa gugatan diajukan terhadap Tergugat I seba =
gal Anggota MPR RI, berarti dalam kedudukan sebagal~-
Anggota MPR RI., namun tidak diajukan melalul MPR RI
0g. SINGKAT MENGATAS SITOMPOEL, Sm.Ek., sehingga gu-
gatan kabur (obscur 1ibel) dan salah pihak (srror in

persona) ; : -

4. Bahwa gugatan diajukan terhadap tergugat I dalam =
kedudukan sslaku Anggota MPR RI,, namun dalam pokok =
perkaranya mengenal penetapau dan tuntutan pembagian-
warisan, sehingga gugatan kabur ( Cbscur 1libel ) ; —

5., Bahwa Penggugat dalam gugatannya mencampur adukan-
antara Penstapan Ahli Waris dengan Gugatan Tuntutan -
Pembagian warisan , sehingga gugatan kabur dan bar =
tentangan dengan hukum acara perdata, karsna penstap-
an ahli waris sifatnya permohonan eedangkan timtutan-
pembagian warisan eifatnya gugatan berdasarkan seng -
keta, dan pengajuannya harus terpisah, karenanya Gu -
gatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya -
dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa disamping itu gugatan juga disertal permohon
an eita jaminan, namun Penggugat tidak menyesrtakan/me
lampirkan alat buktl sebagal dasar gugatannya, maka =
berdasarkan ketentuan HIR, Sita Jaminan hanya dapat-
dijalankan apabila gugatan disertal alat bukti yang -

sah dan meyakinkan, karenanya permochonan sita jaminan
harus sos



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

= 1

harusa ditolak ;

7. Berdasarkan dalil 1 s/d, 6 Eksepei dlatas maka gu-
gatan Penggugat kabur ( obscur libel ) dan salah pi -
hak ( error in persoma ),mehingga gugatan yang demi =
kian harus ditolak ; - -

DALAM POKOK PERKARA

1. Babwa Tergugat II dan Tergugat III membuntah se -
luruh dalil Penggugat kecuall yang sacara terang ter-

bukti dan diakul Fara Tergugat -—

2, Bahwa dalil Tergugat II dan Tergugat III dalam =—-
eksepsl mohon dianggap termasuk dalam Fokok Perkara ;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur 1ibel) dan =

salah pilhak (Error in persona) karena ; -
3.1, Gugatandi tujukan kepada Tergugat I dalam keduduk
annya selaku Anggota MPR,.RI,, namum tidak disju-
kan melalui MPR.RI,oq, Singkat Mangatas Sitom --
poel, Sm,Hk. ;

7.2, Gugatan diajukan terhadap Tergugat I sebagal -~
Anggota MPR,RI, berarti dalam kedudukan Tergu =-
gat I selaku Anggota MPR.RI,, namun Gugatan Peng
gugat tidak diajukan melalui MPR.RI,cq.Singkat-
Mangatas Sitompoel, Sm.Hk., sshingga gugatan ka =
but (obscur 1ibel) dan salah pihak (erro in per-

sona) ; -
3+3, Gugatan diajukan terhadap Tergugat I dalam kedu-
dukan selaku Anggota MPR, RI,, namun dalam pokok

perkaranya menegenal psrmohonan penefapan ahli- -

warls 25
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waris dan tuntutan pembagian warisan, sehingga -

gugatan kabur ( obscur libel ) ;

3.4, Gugatan ditujukan kepada Tergugat I Singkat Ma -
ngatas Sitopgal , Sm.Hk.Anggota MPR.RI., padahal-
Tergugat I bernama Singkat Mangatas Sitompoel, -
Sm.Hk, ( Vide bukti T,II dan III-1 ) ;

3.5. Panggugat mencampur adukan permchonan penetapan=
ahli warise dengan tuntuten pembagian wariocan, se
hingga gugatan kabur (obscur 1idel) dan berten -
tangan dengan hukum acara perdata, karena pene =
tapan ahlil waris aifatnya permohonan sedangkan -
tuntutan pembagian warisan sifatnya gugatan ber-
dasarkan sengkata, dan harus diajukan secsra =---

tarpieah ; it

4., Bahwa Tergugat II dan III membantah dalil penggu -
gat butir 1 dan 3 tentang Penggugat sebagal ahli wa -
rie darli alm, WALTER SITOMPOEL, karena baik dalam Kar-
tu Keluarga maupun Tunjangan Gaji serta dokumen-doku-
men alm, Walter Sitomposl, Penggugat tidak pernah ---
tercantum sebagal anak dari alm. Walter Sitompoel, —
bahkan Penggugat tidak pernah tinggal serumah/berkum-
pul bersama keluarga alm.Walter Sitompoel dan Para =--

Tergugat sebagaimana layaknya sebuah keluarga (bukti-
T II dan III-2 ) ; -=- -

5. Bahwa Tergugat II dan IfI membantah dalil Fenggu -
gat butir 4 temtang Alm, Walter Sitompoel meninggal =
kan harta wariean butir 4 a s8/d. £ umtuk itu Para- ==
Tergugat mensommer agar Penggugat membuktikan dalil -

nya dengan akte autentik ; -- PR

6. Babhwa Tergugat II dan III membantah dalil gugatan-

Fanggugat 5
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Penggugat butir 5 den 6 ; ==

7. Bahwa Pengguzat telah keliru dengan daliloya Bu --
tir 7 yang menyatakan cara pembagian harta warisan me
nurut Hukum Adat Tapanuli ( Hukum Adat Batak ) sudah
tidak dianut lagi, karena hingga kinl masyarakat Ba -
tak (Tapanuli) masih mematuhi hukum Adat tentang wa =
risan dimana wanita tidak berhak mewaris/tidak memi -~
1iki legitime portie, melainkan wanitz hanya memper -
oleh pemberian (pauseang), karsnanya dalil Gugatan ==
butir 7 harus ditolak dan dikesampingkan ; ————————-~

B, Bahwa andaikan benar quod non Panggugat anak kan =
dung dari alm., Walter Sitompoel, maka berdasarkan hu=-
kum adat Tapanuli (Batak) Penggugat sebagal seorang =
wanlita tidak mempunyai legitiesme portie atas harta --
peninggalan alm. Walter Sitompoel, dengan demikian pe-
titum butir 7 Gugatan harus ditolak | ==—=———eceeeu-—-

9, Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan atas alat
bukti akta autentik, maka permohonan =sita jaminan dan
putusan uit wvoorbaar bi)] vorrad butir 8 dan 9 gugzatan
harus ditolak ; -

10, Bahwa berdasarkan hal-hal terssbut di atas, maka

gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (obscur 1li-

bel ) dan salah pihak (errarin persona ), karenanya =—
gugatan Penggugat harus ditolak atau eetidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima ; -

Berdasarkan' segala hal yang diuraikan di atas, mohon-

agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili per -

kara ini menjatubkan putusan sebagail berikut §: —————-

MAT.AM e
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DALAM EEKSEPSI : -

1. Menerima Eksepsi Tergugat II dan III ; =—===—-- s

2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur lebel)-

dan salah plhak (error in persona) § ===—e———ceaa.

3. Menclak gugatan Penggugat atau setidak-tidalmya --
menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; =====- -

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA : wmmemeceecoeoo e ————————————

1. Menyatakan gugatan Penggugzat kabur (obscur 1libel)-

dan salah pihak' (error in persona) ;

2. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidai- --
tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;

3. Menghukum Penggugzat untuk membayar biaya perkara

Menirbang, bahwa terhadap jawaban/Eksepsi pihak Ter =
gugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik —--
tertulisnya tertanggal Bandung 07 Seaptember 1993 ; e

Menimbang, bahwa terhadap replik pihak Penggugat ter-
sebut, pihak Tergugat I mengajukan duplik tertulisnya
tertanggal Bandung 21 September 1993, plhak Tergugat-

II dan III mengajukan dupilik tertulisnya tertanggale
Bandung 28 September 1993 ;

Menimbang, ...



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

TR E

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan b ukti - -

bukti tertulis berupa fotocopy sesvaldengan aslinya

dan bermeterai cukup dari surat-surat sebagal ber = =

ikut :

1. Surat Kenal Lahir dari Catatan Sipil Kodya Bandung

tgl.23 Mai 1990 No.30790/390/1990 yang pada pokok-
nya menerangkan bahwa Ratna Sitompul, lahir df = =
Pahae tgl. 25 April 1942, adalah anak perempuan -
dari suami-isteri W,Sitompul telah meninggal dunia
dan M,H.L. Tobing ( bukti P=1 ) ;

Tanda Lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Pe~ =
ngikut Ujlan Masuk Sekolah Lanjutan ‘ingkat Perta-
ma atas mama Ratna Sitompul, %tgl. 12 Juli 1958, =
tertulis nama orang tua W.Sitompoel ( bukti P=2 );

Ijazah SMP,Bag.A, atas nama Ratna Trimurti Sitom -
poel, di Bandumg, No. Ujian 4899, tgl, 11 Juli= ==
1960 dari SMP.Providentia di Bandung, dimana orang
tuanya tertulis W,Sitompoel ( bukti P=3 ) ; =w==—

Ijazah SMA, Jurusan A atas nama Ratna Trimurti S5i=-
tompoel dari SMA, St.Angela di Bandung, tgl. Agus-
tus 1963 No.H.0111677, anak Saudara W.Sitompoel, -
( bukti P-4 ) ; —-

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dikeluar -
kan oleh Padan Pertanahan Nasional ropdya Bandung -
tgl. 13=-2-1993, KPT.Fo.214/1993, yang pada pokok =
nya menerangkan bahwa tanah bekas hak eigendom Fo.
perponding 5760, J1.Cikapayang No.T7 ( No.9 lama )=
tertulis atas nama Walter Sitompoel (alm.) ( buk -
ti P=5 ) § = —— -

6. Hencana el
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6.Rgncana Pembagian Waris, ttgl.Jakarta 18 Pebruari--

1

Te

9.

10.

11,

12,

99% ( bukti P=6 ) ;

Guntingan Barita dari SINAR PAGI, Rabu, 25 Agus —-
tus 1993, Halaman III,RUANG FEMBACA, yaitu berita-
berjudul Tanggapen Atas Berita "Isteri Pengacara -

Gugat Ibu Kandung" ( bukti P=-7 )} ;

Suret KHUSUSINTERN, ttgl.Jakarta 18 September 1993
dari P.I.Sitompoel ,5E. kepada FPunguan Sitompoel ——

Boru dan Bere di Bandung, Jakarta dan Medan ( buk=
ti P-8 ) ; - ies

Foto EKeluarga Penggugat danm Fara Tergugat bersama-
Mendiang W.Sitompoel ( bukti P-9 ) ; ——e—m—e—cee=e

Surat Keterangan dari Kantor Lurah Tamansari, Kod-
ya Bandung tgl. - No.89/um/X/1993, yang menerang =
kan bahwa nama W,S5itompoel (alm.) sama dengan Wal-
ter Sitompoel ( bukti P=10 ) ;

Surat Esterangan dari Sekolah Msnengah Thum Ting-
kat Atas "Santa Angela" Bandumg, tgl. 21 Oktober-
1993 Hc.319!5H133.511993, yang pada pokoknya me -
nerangkan bahwa Hatna Trimurti 3itompoel,orang --
tuanya bernama Walter Sitompoel (mendiang), nama-
orang tuan yang tercantum dalam 1jazashmya adalah-
W.S51itompoel yang kepanjangannya adalah Walter Si-
tompoel ( bukti P=11 ) ; = -

Foto sewaktu upacara perkawinan adat antara peng-
gugat dengan suaminya Ronggur Hutagalung,SH, yang
dihadiri oleh Walter Sitompoel ( bukti P-12 ) ; =

13. Foto )
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13. Foto penggugat bersama saudaranya yaitu Tergugat-
I-II dan IIT (i{bunya) ( bukti P=13 ) ; ~e=ceeea-=

14, Foto makam Walter Sitompoel, dimana di batu ni =
sannya ditulis Ratna br,Sitompoel, SM, Sitompoel,
Sm.Hk,, PI. Sitompoel, SE., R. Hutagalung,SH., =
T.br, Hutabarat ( bukti P-14 ) , -

Menimbang, bahwa pihak Tergugzat-I mengejukan bukti- -
bukti tertulis berupa fotocopy sesual dengan aslinmya-
dan bermeteral cukup dari surat-surat sebagal bere =--
ikut . -

1. Daftar Keluarga W, Sitompoel, dikeluarkan oleh Ca-
mat Bandung Wetan tgl, 6-5-1970 dari Kartu Eeluar-
ga No.3556/6/1970, dimana tertulis anggota keluar-

ga selain W. Sitompoel adalah Mangetas, Panusunan-

dan Ida ( bukti T I-1 ) ; o

2, Surat Kenal Lahir dari Catatan Sipil Bandung,ttgl.
1 Agustus 1974 No.2789/1974, yang pada pokoknya ==
menerangkan bahwa Singkat Mangatas Sitompoel, Bs.-
Hk., lahir di Tebing Tinggl tgl. 4 Juni 1943 ada -
lah anak laki-laki dari suami-isteri Walter Sitom-
poel dan Mina Hglda Lumbam Tobing ( bukti T I-2 );

3. Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Ny, Mina
Hulda Lumban Tobing, alamat J1, Ciputat Raya RT,00
/08, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Hhh; Lama -
Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta, tgl. 3-1-1994
No.456/1.755.7/93 ( bukti T 1.3 ) ,

Manimbang, e
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Menimbang, bahwa pihak Tergugzat II dan Tergugat III -
mengajukan bukti-bukti tertulis barupa fotoopy yang -

sesual dengan aslinys dan bermeterai cukup dari su- =

rat-surat sebagal berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTF) Kodya Bandung a.,n, =—=—-
3.M,H.,S5itompoel, Be.Hk., dari Camat Bandung Wetan
ttgl.25 Peb,1993 No., 194306040151/0306001 ( bukti=
T II-III-1 ) ;

2. Kartu Keluarga/Daftar Eeluarga, FKepala Keluarga= -
M.Sitompoel, dikeluarkan oleh Camat Eandung Wetan-
tgl. 6=5-1970 No,3556/6/1970, dimana tertulis ang-
gota keluarga bernama Mangatas, Fanusunan dan ---

Ida ( bukti T II-III-2 ) ;

3. Buku Pembayaran Pensium atas nama Sitompul, J1,Ci-
kapayang No.9 Bandung, Kantor Pembayar K,B.N,/K.P,
B.N. Bandung, ttgl. 15 Des.1972 No. 17675 K ( buk-
t1 T II-III=3 ) ; =-- —

4. Surat Kenal Lahir dari Catatum Sipil Kodya Band ung
tgl. 4 Sept.1973 No,2935/1973, yang pada pokoknyae
menerangkan bahwa Dra, Panusunan Indranata Sitom -
pul, dilahirkan di Tebing Tinggi, tgl. 13 Desem --
ber 1944, anak laki-laki dari suvami-isteri Walter-

Sitompoel dan Mina Hilda Lumbam Tobing ( bukti —
T II-III-4 ) ;

Menimbang, bahwa keduabelah pihak yang berperkara ti-
dak mengajukan bukti saksl : -

Menimbang, bahwa plhak Penggugat mengajukan kesimpul-

an tertulisnya e
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Menimbang, babwa pihak Panggugat mengajukan kesimpul-
an tertulisnya tertanggal Bandung 9 Februari 1994, —
'ihak Tergugat I mengajukan kesimpulan tertulisoya --
tertanggel Bandung 15 Februari 1994 dan pinek Terzu -

gat II-III mengajukan kesimpulan tertulisnya tertang-
gal 14 Pebruari 1994 ;

“Memimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan e
“I;anyitaan jaminam (Conservatolr Beslag) atas versil -
tanah berikut bangunannya yang terletak di Jl, Cika =
payang No. 7 Bandung, seperti tercantum dalam berita-
ta acara penyitaam tanggal 23 Oktober 1933 No.164/EA.
Pdt.G./1993/FN.Bdg, ; - -

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada per
sidangan-persidangan perkara imi untuk lengkapnya da-
pat dilihat dan dibaca dalam verita acara persidangan
persidangan yang bersangkutan,sedangkan untuk memper-
singkat haruslah dianggap sebagal telah termuat pula-

Menimbang, bahwa akhirnya keduabelah pihak memohon ==

putusan § - - - -

TENTARG HUKUMEY A 1t =

Dalam Eksepal : ==-- - g -

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksspsinya menye ==

butkan § === L

- Alamat Tergugat III ditulis secara salah, yang

benar ...
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benar sekarang sudah pindah di J1, Ciputat Raya No,3-
Jakarta Selatan yaitu ke alamat Tergugat Il ; =————==-=

- Para Tergugat meragukan Penggugat sebagal sdlah —-—-
seorang Ahli Waris karena :

- Penggugat tidak pernah tinggal kumpul se rumah de

ngan Para Tergugat selayaknya hidup dalam satu ke -

luarga ; NESESAT

- Dalam Kartu Keluarga, Surat-surat dalam tunjangan =
gaji Pewaris ( Alm.) sebagal Pegawsi Negeri Sipil -
pun tidak pernah tercatat bahwa Penggugat tanggumgz-

an Pewaris selain Tezgugat I dan Tergugat II ; =——-

- Kalau Penggugat adalah ahliwaris, maka gugatan Peng
gugat terlalu prematur dan di luar dari azas kepatut-

an, bertentangan dengan tata kesopanan agama maupum =
hidup bermesyarskat karena gugatan diajukan selagf —-
orang tua ( Tergugat IIT ) masih hidup, dimana kalau-
kita lihat titik pangkal Hukum Adat tentang kedudukan
Janda yaitu :

" Perempuan itu ssbagal orang Asing tidak berhak =-
atas warisan benda yang diperoleh selama perkawin-
an ditambah pula ia dimana-mana ada hak atas naf =

kahnya dari harta peninggalan seumur hidup ....

( Mr. B, Ter Haar Bzn, dalam bukunya Asas-azas ===
dan Susunan Hukum Adat hal, 246, )

oleh karenanya Hak Waris sebagai Ahli Waris masih ——-
tertutup dengan adanya Tergugat III masih hidup § ===

- Putusan Mahkamah Agung tgl. 25 Oktober 1958 No, ==
54 K/81p/1958 " Menurut Hukum Adat Batak yang bersi -
fat Patriarchaal segala harta yang timbul dalam per =
kawinan adalah milik suami, tetapl ister! mempunyal =
hak memakai seumur hidup dari harts suaminya T § m———

= Putusan e
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- Putusan Mabkamah Agung tanggal 17 Januari 1958 No,=-
320 K/Sip/1958 " Menurut Adat Dasrah Tapanuli pade ==
perjalanan jaman pada waktu sekarang oi isteri dapat-

mewarisl harta pencarian dari seng suami yang mening-

gal dunia "

Mohon gugatan dan tuntutan ditolak, menghukum Peng —-
gugat untuk membayar blaya perkara yang timbul dalam-

perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan III dalam eksepsi --

nya menyebutkan : -

Gugatan kabur dan salah pihak ( error in persoma )

= Nama Tergugat I ditulis secara salah, yanz benar ——

Singkat Mangatas Sitompoel Sm.Hk. bukan Singkat Ma
ngatas S5itopoesl Sm,.Hk, ;

Gugatan diajukan terhadap Tergugat T sebagal Anggota
MFR RI. berarti dalam kedudukan sebagal Anggota MPR =
RI. namux tidak diajuksn melaluf MPR RI. ¢q.Singkat =

Mangatas Sitompoel Sm,Hk., ;
- Tergugat I digugat dalam kedudukan selaku Anggota =

MPR RI.namun dalam urusan pembaglan warisan,Cugatan -

kabur ; --

= Gugatan mencampur adukan antara Penetapan Ahliwaris
dengan Gugatan Tuntutan Pembagian Warisan, Gugatan --

kabur dan bertentangan dengan hukum acara, penga)uan-

nya harus terpisah ; -

= Gugatan disertai tuntutan sita jaminan tanpa melam-

pirkam alat bukti sebagal dasar gugatannya j ==—eeee-

Meniwmbang, bahwa Penggugat dengan tegas menolak selu-

ruh gog
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ruh eksepsi para tergusgat : a0

Tarh&dan Tergugat I :

Berdasarkan surat kuasa khusus tgl.29 Juli 1993 jo -~
pasal 1735 BW,., jo pasal 123 HIR, penerima kuasa hanya
dipsrkenankan bertindak untuk kepentingan dan sejauh-
menyangkut kepentingan Tergugat I : -

Eksepsi Tergugat I ditujukan tentang alamat Tergugat-
II1, membuktikan kuasa Tergugat I bertindak melampaui
kewenangannya sebagal kuasa Tergugat I, eksepal harus
ditolak

Dasar gugatan, Penggugat melandaskan pada pasal 118 =
HIR,, menurut ETP,Tergugat III, domisili hukum Tergu-
gat III pada saat gugatan diajukan/didaftarkan df Pe-
ngadilan Negeri Bandumg adalah J1. Kebon Bibit Utara-
I No.324/58 Bandung ; - -

Tentang Tergugat I meragukan Penggugat sebagal ahli =-
waris alm. Walter Sitompoel karema tidak terdaftar =-

dalam Kartu Keluarga dan surat-surat Tunmjangan Gaji -
sebagal Pegawal Negeri adalah tidak benar dan menye -
satkan, justru eksepsi inl membuktikan Tergugat I =--
memiliki itikad buruk terhadap pemguasaman harta wa -=
risan alm. Walter Sitompoel, tidak berakhlak dan ti -

dak bermoral ; -

Tentang hak warise ahliwaris masih tertutup dengan hi=-
dupnya Tergugat III msdalah dalil dangkal, Yurispruden
ei Mghkamah Agung tgl. 17 Juni 1959 ¥o.320E/Sip/1958=
Juga yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tgl. 24 April -
1987 No,3290 K/Pdt/1985 dinyatakan : -

- Seorang jJanda berhak mewarisi harta mata pencerian-

dan tidak dapat menshan pecah waris j ====-- ————
- Psl.834 BW.: Ahliwarie berhak untuk mengajukan tun-
tutan pecah waris ; L . -

Terhadap Tergugat II dan IIT :

Kuaga ...
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Kuasa Tergugat II dan III bertindak untuk kepentingan

Tergugat I tanpa kuaga darl Tergugat I :

Tantang penulisan namwa, Tergugat II dan III tidak mem
bantah sama sekall bahwa Tergugat I yang bernama Sing
kat Mangatas Sitopoel maupun yang bernama Singkat Ma-

ngatas Sitompoel adalah orangnya sama einonim j =-=—-

Tentang disebutnya pekerjaan Tergugat I Anggota MPR-=
RI. edalah merupakan kelengkapan identitas 'saja, du =

kan pekerjaannye yang digugat ; ===

Tentang Penetapan Ahliwaris disatukan dengan gugatan-

pembagian warisan sudah sesual dengan praktsek Fenga =

ﬂllaﬂ ; —— : = e R

Tentang sita jaminan, para Tergugat I dan II sama se=
kali tidak membantah bahwa barang yang akan dimimta -
kan sita adalah hartalwariaan almarhum ayah Walter =-
Sitompoel, fidak membantah berarti pengakuan, karena-
itu cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan dalam-

parkara ini

Mohon eksepsi para tergugat ditolak seluruhnya § ===-

Menimbang, bahwa tanggapan Majelis terbadap eksepsi -

adalah ssbagai berikut : —

= Untuk hal=hal yang dibantah para kuasa yang bukan -

urusan pemberi kuasa masing-masing Majelis tidak —-

perlu menanggapl ; o

Terhadap Eksepsl Kuasa Tergugat I :

Tentang keraguan bahwa FPenggugat adalah shliwaris dan

tentang belum terbuka harta warisan bBerhubung Tergu -

gat TIT ssa
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gat III masih hidup, menurut Majelis sudah bterada di-
luar pengertian eksepei, karsma sudah memasuki matari
perkara. Atas dasar pertimbangan tersebut eksepsi ha-
rus ditolak ;

Terhadap eksepsi kuasa Tergigat IT dan TIT 1 coneemmee

Tentang gugatan berientangan dengan hukum acara, Ma -

Jelis tidak sependapat ;
Gugatan Penggugat telah disesuaikan dengan hukum aca-
ra, justru Yurisdiksi Voluntair terhadap permohonan
penetapan ahliwaris tidak diperbolahkan tanpa suatu -
kebutuhan, dalam hal in{ untuk kapentingan pembagian-
wariean sudah benar melalui gugatan, sebab Hakim ha -
nya mengadill perkara yang bersifat gangkeata ; —=——=e

Tentang sita jaminan, Majelis mengabulkan permohonan-
pemohon untuk terlaksananya putusan dengan baik kalau

dalil Penggugat benar ; =—e——we

Dalam Pokok Parkara i

1

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat ——-

adalah sebagaimana di atas ; .

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya mendalilkan ==

tentang :

Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat II adalah tiga ber
saudara kandung ; ————--e - - -

Tergugat I dan II telah menguasai harta peninggalan -
almarhum ayah mereka yang meninggal dunia tahun 1974;

Tergugat IIT ..,
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Tergugat III adalah ibu kandung ;

Fenggugat berpendiriam harta peninggalan almarbum —--
ayah mereka harus tidak dibiarkan dalam keadaan tidak

tertegl -—

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam jawabannya pada

pokoknya i

- Pergugat I menginginkan harta warisan berlangsung =
tidak dibagli-bagi sebab agartetap utub dinikmati ==
dimiliki bersama-sama dibawah penguasaan anak la =

ki-laki tertua, jandanya sekaligus untuk menghormati

jerih payah almarhum ayah ;
- Keinginan Pewaris bahwa hendaknya memakal Hukum ==
Adat Batak dalam mengurus psmakaman maupun pembagi-

an harta warisannya ;

Menurut Hukum Adat Batak, perempuan Bejak perkawin-
annya terlepas dari marganya qendlri dan masuk mar-
ga suaminya, aspalagi perkawinan dilaksanakan dengan

cara jujuran, otomatis masuk keluarga suami bukan -

merupakan ahliwaris keluarga Sitompoel ;

Tergugat I dan II akan memberi bagian harta warisan
kepada Penggugat kalau Penggugat minta secara baik-
baik sesual Adat Patak, dimana menurut Adat Patak -
kalau perempuan minta baglan warisan, perempuan itu
harus datang kepada saudara laki-lakinya ( Tergu ——
I dan II )demganmembawa makanan ( membawa sipange -

non ), Para Tua-tua Adat akan membantunya ; -

” Kuasa Tergugat II dan IIT meragukan status Panggu =
gat sebagal ahliwaris alm. Walter Sitompoel, Jjuga =

tentang adanya harta peninggalan ; == -

Monimbang, ...
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Menimbang', bahwa untuk membuktikan dalilnya tentang-
kedudukannya sebagai ahliwaris alm. Walter Sitompoel-
Penggugat mengajukan bukti P-1, P=3, P=4, P=11 dan ==
P=14, Penggugat dilahirkan di Dahae Tapanuli, ditem -
pat kelahirannya belum berlaku Peraturan Catatah S5i -
pil, sehingge untuk membuktiken kelahirannye tiap ka=-
11 perlu dibuat Surat Kenal Lahir sebagaimana juga =-

Tergugat I dan Tergugat II ; ---

Dari bukti=-bukti di atas tidak ada sangka lain bahwa-
benar Penggugat adalah anak perempuan darl Walter Si-
tompoel dalam perkawinannya dengan Tergugat III ; ===
Keraguan Tergugat II tentang Penggugzat, tidak sesuai-
dengan buktl F-8, pengakuan Tergugat II behwa Fenzgu-
gat adalah puteri almarhum Walter Sitompoel, almarhum
yang telah membiayai hidup Penggugat ; Tentang di da-
lam Kartu Keluarga tahun 1970 maupun Surat Pensiun --
tahun 1974 tidak tertulis nama Penggugat, hal itu ti-
dak mengurangl sesuatu yang benar sabagal uraian di -
atas karena se}ak lama Almahum dan Tergugat III tidak
serumah dalam artl pisah meja dan tempat tidur tanpa-

buktl telah ter)adi perceraian ;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain lagi yang perlu =
dibuktikan untuk tuntutan 3.A.gugatan Fenggugat, ma -
ka tuntutan agar ditetapkan bahwa ahliwaris almarhum=-
Walter Sitompoel adalah Penggugat, Tergugat I, Tergu-
II dan Tergugat III, harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tuntutan B, agar
harta a.s/d.f. ditetupkan sebagal harta peninggalan -
dari almarhum Walter 51itompoel, dalam hal ini sudah -
tentu FPenggugat sulit membuktikannya kalau yang dimin
ta surat-surat pemilikannya, sebadb surat-surat terse-

but e
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but sudah tentu disimpan almarhum, yang getelah me ==
ninggalnyae disimpan anak-anaknys yang serumah yaitu -
Tergugat I dan Tergugat II, sebab Penggugat memilih -
{kut tinggal bersama ibunya ( Tergugat III ) j =——==-

Tetapl dari bukti rencana pembagian yang diajukan ===
oleh pihak Tergugat I ataupun dari Tergugat II yaltu-
bukti P=6 dari Tergugat I dan P-8 dari Tergugat II --
cukup membuktikam bahwa barang-barang a. s/d, £, =--
adalah harta kekayaan yang ditinggalkan almarhum ==
( harta bersama ), make apa yang didalilkan Penggugat
adalah benar, sehingga Penggugat tidak perlu membuk -
tikannya lagl, oleh karenanya tuntutan 3.B, harus di-

kabulkan j —==-—= - ———

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon di-
tetapkan bagian hak masing-masing atas harta pening -

galan tersebut dengan menyodarkan jika dikabulkan =--

oleh Majelis adalah : ========--- - =
Penggugat 1/8 bagian, Tergugat I-1/8 bagian, Tergugat
II-1/8 baglan dan Tergugat III-5/8 baglan } ===s======

Msnimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II berkebe -

ratan atas cara pembaglan tersebut karena terutama --

tidak jelas mengikuti hukum mana ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam tugasnya turut serta men
cipta hukum, berarti disamping yang terdapat dalam =—
Undang-undang terdapat hukum Hakim yang lebih dikenal
dengan sebutan Yurisprudensi Recht khusunya dalam ==-
hukum adat, maka yurisprudensi darli Hakim atasan me -
rupakan sumber hukum penting urtuk menemukan hukum ==

obyektif ; . -

Mahkamah Agumg s
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Mahkamah Agung adalah Badan Pengadilan Tertinggi yang
bersendil atas Undang Undang Dasar melakukan Pengawas-

an tertingga atas perbuatan Pengadilan yang lain ; -

Dalam Pengawa®an ini dan lagil dalam peradilan Kasasi-
sudah seharusnya ﬁahkamah Agung dengan keputusan-ke -
putusannya mempengaruhl cara peradilan diseluruh In =
donesia, berhubung pula dengan adanfa kemungkinan ===
permohonan banding dan kasasi, oleah karenanya Majelis
tldak sependapat dengan duplik Tergugat I tentang —=

Azag Kebebasan Feradilan versi Tergugat I ; —-———- T

Manimbang, behwa para plhak adalah dari Suku Batak j=

Dari Yurisprudenai Mahkamah Agung R.I, tgl. 14-6-1968
No. 100 K/Sip/1967, isinya :

" Mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini menuju-
ke arah persamaan kedudukan antara pria dan wanita-
dan pengakuan janda sebagal akhliwaris, Mahkamah -~
Agung membenarkan pertimbangan dan putusan Fenga --
dilan 4inggi yang manetapkan bahwa dalam hal mening
galnya seorang suami dengan meninggalkan seorang =--
Jjanda, seorang anak laki-laki dan seorang anak pe =
rempuan, janda barhak atas separuh dari harta Ver =
sama sedang sisanya dibagl sama antara janda dan =

kedua analnya masing-masing mendapat separtiga ba -

glan "
( Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia IT
ik (9T Na, B8 ) 7 e s -

Kiranya pedoman yang diberikam Mahkamah Agung dalam =
putusannya memberikan sandaran bagl Fakim-hekim di =-
Pengadilan Negerl dalam menghadapi kasus warisan ke =

luarga Batak untuk mengabulkan tuntutan gugatan No, =

3.C ; ——--

Menimbang, P
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Menimbang, bahwa dalam petitum 4 Fenggugat moliom —--

_agar para shliwaris melaksanakan pembagian harta wa =

risan alm, Walter Sitompoel ; -

Msnimbang, bahwa terhadap niat Fengzugat ini pihak --
Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa saat ini -

belum terbuka warisan berhubung :

-~ Belum ada pembaglan gono—gini antara almarhum dan -

Jandanya ;

= Jandanya masih hidup ;
Lagi pula selaku perempuan Batak sejak perkawinannya-
sudah bukan keluarga Hula-hulanya, tuntutan atas ba =
gian warisan darl keluarga hula-hula selain harus me-
nglkutli tatacara adat Batak yaltu dengan datang minte
kepada saudara laki-laki dengan membawa makanan, ber-
hubung perempuan tidak berhak atas warisan, maka ter-
gantung kebaikan hatli saudara laki-laki, dalam hal --
inl penilaian perilaku saudara perempuan terhadap sa-
udara laki-laki sangat mensntukan. Tergugat terbeban-
oleh pesan almarhum untuk tetap memglkuti adat Batak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agumg menganggap sebagal —
hal yamg nyata di seluruh Indonmesia bahwa dalam hal =
warisan pada hakekatnya berlaku hukum adat, yang di -
daerah dengan pengaruh Agama Islaﬁ yang kuat sedikit-
banyak mengandung unsur Hukum Islam, sebaliknya dalam
lingkungan EKristen sebagaimana terjadi pada keluarga-
Walter Sitompoel keluarga Kristen Batak, yang sudah =
hidup dalam lingkungan Kota ( Jakarta-Bandumg ) kira-
nya Hukum Adat yang harus diperlakukan yeng berlaku =
menyeluruh pada dewasa ini, apalagil karena urusan Bu-
dah masuk Pengadilan, jadl yang dipakai adalah aturan
Adat yang sudeh dimasukkan sebagai Yurisprudensi j --

-Da.ri LN
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Dari Yurisprudenei No, 100 K/S1p/1967 tgl. 14-6-1968-
tersebut di atas, sudah ada sebelum almarhum mening -
gal dunia, bisa ditarik kesimpulan harts warisan ha =
rus dibagl antara janda dan anak=-anak, tidak ada an =

Juran untuk diblarkan utuh apalagi dalam kekuasaan =-

Bebagian saja dari ahliwarismya :
Kalau alasan karena gono-gini belum dibagi, maka de -
ngan perceraian karena meninggal durnianya suami (alm,
Walter Sitompoel), maka pembagian gomo-gini antara —-
almarhum dan Jandanya tidak diperlukan lagl ; ==wecee-
Adapun alasan terbebani pesan almarhum agar dalam hal
pemakaman dan pembagian wWarisan tetap menggunakan -
_ adat Batak, Majelis berpendapat bahwa orang tua dalam
hal mengikuti adat Batak juga memilih ketenangan hi -
dup diantara para ahliwarisnya, sebab ternyata suvdah-
Jadl sengketa terbuka beginfi,Harta perkawinan W. S§ -
tompoel suami-isteri sejak meninggal dunia alm.W. Si-
tompoel audah 20 tahun berada dan hanya dinikmati Ter
gugat I dan II. Tergugat III baru beberapa bulan ini-
ditarik Tergugat II untuk tinggal serumah dengan mme=
Tergugat II di rumah.warisa-,; sebelumnya tinggal di-
rumah lain hasil pencariannya sendiri di J1, Kebon ==
Bibit Pandung. Agar maeing-masing bisa memanfaatkan —
secara lebih imteneif bagiannya masing-masing, maka -
menghukum Penggugat, Tergugat untuk melaksanakan pel=
baglan ;

Majelis menganjurkan agar bisa dilaksanakan pembagian
secara in natura, kecuall kalau Lenar-benar tidak bi=-

8a dicapai kata sepakat, maka dipakai jalan lain yai-

tu penjualan lelang ;
Demikian putusan Majelis untuk tuntutan ke 4 dikabul-
kan

Menimbang, ...
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Msnimbang, bahwa karena gugatan tentang perselisihan
warisan yang berarti menyangkut hak milik, dan wmtuk
pembagian jika diperhitungkan sampai tahum ini telah
tertunda 20 tahun, keharusan menunggu lebih lama -~
lagi dapat menimbulkan kesukaran, maka atas dasar --
pasal 180 HIR. kiranya Majelis perlu mengabulkan ——-

tuntutan serta merta petitum 5 H

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan, menya =-
takan sah dan berharga elta jaminan yang telah di ==
laksanakan tgl. 23 Oktober 1993, Barita Sitaan Ja ==
minan No. 164/BA.Pdt.G/1993/PN.Bdg, ; -- -

Menimbang, bahiwa karena gugatan dikabulkan, maka —=-

menghukum Fara Tergugat secara tanggung renteng mem-

bayar ongkos perkara ini ; ==

Msmperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari --
Reglemen Imndonesia yang diperbaharui dan Yurispru --
densi Mahkamah Agung R.I. tanggal 14-6-1968 No,100 X
/8ip/1967 Hukum Adat di daerah Kabanjahe § m————————

Dalam Eksopai : = — i

Fr
= Menolak ekeepsi Tergugat I, IT dan IIl ; ====———ea-

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-

2, Menyataken sah dan berharga sita jJaminan yang di-

laksanakan T
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laksanakan sebagaimana Berita Acara Sita tanggal-

23 ﬁktﬂhﬂr 1993 No.164/BA.Pdt.G, /1993 /PN,Bdg. 3

5- Hﬂnfﬂ.tﬂ-k?ﬂﬂ . - =
Al

;.

Menetapkan bahwa ehliwaris alm, Walter Sitom -

poel adalah : - -

1. Fy. Ratna Trimurti Sitompoel ( Penggugat )

2. Singkat Mangatas Sitompoel, Sm.Hk. ( Tergu -
gat I ) ;

I

3. Panusunan Indranata Sitompoel, SE, ( Tergu
gat ITI ) ; .

4. Ny. M.H.L, Tobing ( Tergugat IIT )

Menetapkan bahwa : -

a4, Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di

J1., Cikapayang No, 7 Bandung ;
b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di
J1l. Tanah EKusir Raya no. 1 ( d4/h, J1, Raya =
Ciputat No, 3 ) Jakarta Selatal ; =—=mm—m—=—-
¢. Sebidang tanah dan bangunan yang -terletak di
J1. Sriwijaya No. 40A Medan ; -
d. 3 ( tiga ) kaveling tanah yang terletak di =

kompleks Bendl Bintaro Jakarta Selatan ; =—=
e, Sebidang tanah seluas 5000 M2 ( limaribu me-
ter persegl ) yang terletak di Cireundey =--

Jakarta Selatan ; -

f. Perhiasan emas ;

adalah harta warisan peninggalan dari slmarhum-

Walter Sitompoel ;*=

Menetapkan pembagian hak dari para ahliwaris ——
adalah sebagal berikut : =

Jandanya berhak atas separuh dari harta warisan

Walter sgp
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4.

Walter Sitompoel, sedangkan glsanya dibagi sa--
ma antara janda dan ketiga anaknya masing-ms --

8ing mendapat seperempat bagian dalam perincian

tepatnya :

= Penggugat berhak atas 1/8 baglan ; =ee——e—aea
- Tergugat I berhak atas 1/8 baglan ; ——
- Tergugat II berhak atas 1/8 baglan ; ———ve- —

= Tergugat III berhak atas 5/8 bagilan ; =e—==a~
dari harta warisam Walter Sitompoel alm, : <.

Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dam -
Tergugat III untuk melaksanakanm pembagian harta =-

warisam alm, Walter Sitompoel sesuai dilktum bu ~--

tir 3.C. dalam bentuk in natura ——
dan apabila Penggugat dan atau Tergugat I dan atau
Tergugat II dan atau Tergugat III tidak melaksana=-
kan isi putusan ini, selanjutnya dilakukan renju -~
alan melalul lelang dengan perantaraan Kantor le -
lang Negara terhadap seluruh harta warisam § oe————
Hasil penjualan tersebut setelah dipotong ongkos -
ongkos dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I; -
Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan diktum=
butir 3.C, ; &<

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan ter-
lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun -

kasasl ; «=.

Menmghukum para tergugat secara tanggung renteng --
untuk membayar ongkos perkara Rp. 100.000,~ ( Se =
ratus ribu rupiah ) ; = —

DEMIKTAN diputuskan di Bandumg dalam rapat permusya -

waratan -



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

= 4] =

waratan antar Kami Majelis Hakim yang diketuail HI. -
ROGSWANTI, SH, dengan Hakim Anggota HARJANTO HADINA -
TA, SH, dan H, SUARDI MAHY IDIN,SH., berdasarkan Su =—-
rat Panetapan Kstua ?engadilan Negeri K1.I Bandung =—-
tgl. 7 September 1993 No,164/Pdt/G/1993/FPN.Bdg.jo, —-
tgl, 10 Juni 1993 No.164/Pdt/G/1993/FPN.Bdg., pada =--
hari S EL A S A, tanggal 29 M AR ET 1900 SEMHEI

LAN PULUH EMPAT, yang pada saat itu juga putusen ter-

sebut diucapkan dalam persidangan terbuka umiuk umum-
oleh Majelis Hgkim tersebut dengan dibhadiri olel ———
Rachmat S., Panitera pengganti pada Pengadilan
Negeri tersebut, dibhadapan kuasa Fenggugat, kuasa ---
Tergugat I asdml'sgkan pihak Tergugat II danm IIT tldak-
hadly .= s=—=

HAKIM ANGGOTA

INATA, SH.

NY. ROOSWANTI, SH.=-

rincian biaya :

ns%ilan o EP-Q?-ggg'"

et eral =——suem- Pa L4 = '

SEEE T S Rp.‘l.ﬂﬂﬂ:- Rachmat S,»
uml Eh -------- RP‘-‘IGO-GOG'-

Seratus ribu rupiab ) .-

an tab,diteritahulkan
fang tidak hadir.=-
Maret $994 -
Hakim Y¥ua tersabut,

- Mpmerintahkan agar putua
kepada pilhak Tergugat IF

uz.nuasw%ffgi,ﬂﬂ.- Dicatat
= I
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Dicatat disini, bahwa Pihak Tergugat T Ce.dengan
perantaraan kuasanya ( Surat Kuasa tgl.2 April-
1994 ) terhadap putusan Hﬂ.1E4dethf1993fPN_Bdg.
tsb. pada tgl.4 April 1994 di{ bawah Reg.38/Pdt/-
1994 /PN.Bdg. telah menyatakan tanding, sshingga~-
dengan demikian putusan tab. belum memperoleh -
kekuatan hukum yang tetap/pasti .-

Bandung, <~ April 1994 .-
Fanitera/Sekertaris Pengadilan Negeri Bandung,

H, A HMAD, SH, -
H1P¢645511BT2 -
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PENGADILAN TINGGI BANDUNG

PUTUSAN

Reg. No. : _ 336 [Pdt! 1994  [PT. Bdg.

ING PERDATA

ANTARA :

SINCKAT HENOATAS SITCMPCEL Srk
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o
‘Qggi/f DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

‘Hh.‘_zi N

PENGADILAN TINGGI di BANDUNG yang mengodili perkara
perkara FERDATA dalam tingkat banding telah menjotuhian ——

putusan sebaganil berikut antara :

1, SINGKAT MENGATAS SITOMPOEL SmHk. Angzota MPR RI, bera=-

lamat a1 J1.Cikapayang No.7, Bandung, =e-ee-—

2. EANUSUNAN INDRANATA SITOMPOEL SE, Fegawni Negeri, berg

lamat di J1,Tench Kusir Raya No.1 (d/h J1,Raya
Ciputat No.3), Jakarta Selantan,

5« NY,MM.H,L,TOBING, pensiunnn Pagawai Negeri, beralamnt-
di Jl. Hebon Bibit Utara I No.324/58, Bandung,

ketign=-tiganya memilih domieilt kunsanya
BINSAR 3 SITOMPOEL SH., di J1, lengkong  Fesar
No.52, Bandung berdasarkann Surat {usa {husus—

tangenl 2 April 1994,

parn Pemband

NY. RATNA TRIMURTI SITOMPOEL, ibu rumah tanggn, nlamat di
Jl. Cipoganti No.59 A, Bandung dalam hal ini -
memilih domisili kunsgnyn ROBERTO HUTAGALUNG SH
di J1, Sudirman No.5LZ, Bandung berdnoarinn =

Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 1994, ~—===

(Zerbinding, semuln Pengmigat ) ; =-

PENGADITAN TINGGI tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajarl surant-surat pemerik
saan dolam berknd periara tersebut ; ——

TENT&HG DUDUK LA R L A R R N R Y]
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TENTANG DUDURNYA PERZARA

amarnya berbunyi sebagal berikut : -
DALAM EXSEPST

Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III; ——————me———
DALAM POI.OX FERKARA 3 -—

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk eeluruhnyn
2., Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di
lakeanakan sebagaimana Berita Acarn Sita tangeal
23 Olktober 1993 No.164/BA.Pdt.G/1993/PN.Bdg. ;-

3« Menyatakan :
A, Menetapkan behwa ahliwarie alm, Water Sitom -

pul adalsh :
1. Ny.Ratna Trimurti Sitomposl (Fenggugat);—
2. Singvat Mangatas Sitompoel sy, E: (Terguzat
3. Ponusunan Indranata Sitompoel SE (Tergugat

II ) ;

4. Ny. M.HL. Tobing (Tergugat III) ; —————m=
B. Menetapkan bahwa :

2. Sebidang tanah dan bangunan yong terletak
di Jl. Cikapayang No.7 Bandung ; ———=———
b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak
di J1. Tanah Rusir Raya No.1 (d/h J1l.Raya
Ciputat No.3) Jakarta Selatan ; =———————o
c. Sebldang tanah dan bangunan yang terletak
di Jl. Sriwijaya No.40 A Medan, ———————

di 3 {tiga} & @ e s an L BN B O
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Bintaro Jakarta Selatan ;
e, Sebidang tanah seluss 5000 M2 (lima ribu meter perasegi)
yeng terletakn di Cireundeu Jakarta Selatan ;

f. Perhisson emas :

adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Walter -—-
Sitompoel ; ———

C. Menetapkan pembagian hak darl para akhli waris adalsh se-

bagal berikut :
Walter Oitompoel, sedangken sisanya dibagi sena antara -
Jonda dan ketign anaknye masing-masing mendapat aeperem -

pat bagian dari dalem perincian tepatnya :

- Panggugat berhak atas 1/8 bagian ;
- Tergugat I berhak atas 1/8 bagian ;
- Tergugnt II berhalk atas 1/8 bagian ;
- Tergugat III berhak atca 5/8 baginn ;

dori harta warisan Walter Sitoempoel Alm ;

4. Menghukum Penggugat, Tergugnt I, Tergugat II dan Tergugnt -

5e

III untulc melaksanakan pembagian harta warisan alm. Walter -
Sltompoel sesuni dilttum butir 3 C dalam bentuk in natura ; =
dan apabila Penggugat dan atau Tergugat I dan atau Tergugat

IT dan atou Tergugat III tidak melanksanakan isi putusan ini,
selonjutnya dilokulkan penjunlan melalui lelang dengan peran-—
taraan Kantor Lelang Negara terhadap seluruh hartn warisan ;
Hosil penjualan tersebut setelah dipotong ongkos-ongkoa di -
bagikan kepadn Penggugat, Tergugnt I, Tergugat IT dan Ter =

gugat III sesuail dengan dikthm butir 3.C. ; -
Mengatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahu-
lu walaupun nda verszet, banding maupun kasasi ;

ﬁ. Hﬂmhukum LE R R E NN NN RN TN
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ﬁaénghukum bara Tergugat secara tanggung renteng untul

L]
Q;/;emhayar onglos parkara Hp.100.000,- { Seratus riby =

rupinh ) ;

Menimbang, bahwe para Pembanding, semula Tergugat I, 2 -
dan Tergugat 3 pada tanggal 4 April 1994 telah mengajukan permo -
honan pemeriksaan dalam tingkat banding, permohonan pemerikapnan =
banding mana tanggal 18 Juli 1994 telah diberitahukan kepads pilhalk

lawannya, dengan seksama H

Menimbang, bahwa para Pembanding, semula Tergugat 1, 2 -
dan tergugat 3 telah mengajukan memori banding yang diterima di -
kepaniteraan Pengrdilan Negeri Bandung tanggal 20 Mei 1994, dan =
memori banding tersebut telaoh diberitahukan kepada pihaik lewannya
tanggal 18 Juli 1994, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Penggugat telah pula
mengajukan kontra memori banding yang dit:rima di Kﬂpaniteraan Pe-

ngadilan Negeri Bandung tanggal 6 hgustus 1994, dan kontra mpmuri
banding tersebut telah diberitahulan kepada pihak lawannya tang\——
gal 6 Agustus 1994, dengan seksama ; "

Menimbang, bahwa para Pembanding dan Terbanding telah ;:-

diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim

ke Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing tanggal 13 Juli 1994 -H

dan tanggan 18 Juli 1994, dengan seksama ;

IENTANG FERTIMBANGAN HULAM 5

Menimbang, bahwa permohonan banding diajul an dalam teng-
gang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Undang ==
Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dapat —
diterima ;

Hﬂﬂimhﬂ.ngp LA R R I N I
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1_-_-:7 : -. LG A
‘HH_D_.- Menimbang, behwa setelah mempelasjari dengan teliti =

dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusannys, =

memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat
sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawnh ini :

Menimbang, bahwa terlepas dari masalah terbukti atau
tidalk terbuktinya materi gugatan malkn dari isi gugatan dari =
Penggugat tnrggnta tidak memenuhi syarat yang ditentukan olsh
Unﬁangéﬂndang. dimana mengenal obyek gugntan sebanyak 6 point,
ternyata hanyn satu point yang memenuhi asyarat, sedang 5 point

gelebihnyn t;dnk memenuhi syarat, yaltu tidak dicentumkan iden-

titas barang sengketa, baik luams, letaknya, batne-batasnya =
( untuk point b,c,d,e ), jenis, jumlah dan ciri-cirinya (untuk
point f), sehinggn dengan demikien gugnton tersebut kabur dan

tldak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, -—
khusuasnya Undang-Undang mengenai Hukum Acara (H.I,R.) ; =———

Menimbang, bohwa berdasarkan pertimbangan tersebut -
dintas, malm Pengadilan Tinggil tidak sependapat dengan putusan
Peradilon Tingknt Pertama oleh karena itu putusan tersebut ti-
dak dapat dipertahanken lagi dan harus dibatalkan, dnn Pengn -
dilan Tinggi akan mengndili sendiri, sebagnimana aken terlihat

dolam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Penggugnt Terbanding berada
pada pihak yang kalah, man' a in harus dihu! um untuk membayar =
bloya perkara dalam dua tingrkat Peradilan ;

Mengingat pasal-pasal darl Undang-Undang a¢iln ke =~
tentuan hukum yang bersangkutan ;

u N Q PE_E_I I I ! ssasnassssnnii
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E N . -T

'.; "Menerima permohonan banding dari para Pembanding ; ——
- "Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No.164/ -
Pdt/0/1993/PK,.Bdg tanggal 29 Maret 1993 :
"MENGADILT SENDIRI"
- "Menyatakan gugatan tidak dapat diterime (Niet On Vanke-
11jk Verklaard) ;

= "Menghukum Penggugat - Terbanding untuk membayar beaya -
perkara dalam dun tingkat Peradilan, yang dalam Peran =
dilan tingkot banding sebesar Rp,30.000,- (Tige puluh =-

ribu rupinh) ;

DEMIKIANLAH diputus pada hard ini ¢ 8 B L A 8 A, fang -

gol 27 DESEMBER {900 SEMBILAN PULUH EMPAT, oleh kami : H, ACHMAD
KQWI AS, SH Hakim Tinggl pada Fengndilan Tinggl BDandung sebagai
Hakim Ketuam, dengan M UR I, S8,H dan ID DUL ! ma =

ping-masing sebogni Hakim Anggotn, berdasarkan Surat Fnetapan --
Eetuan Pengadilan Tinggl tersebut pada tanggal 5 Oktober 1994 No.-
3%6/1994,/Pen/PT.B putusan mana diucapkan dalam persidangen yang =
terbukn untuk umum yang disdakan pada hari itu juga dengan diban-
tu oleh : DENI DJANAKUM, Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadir -
nya kedua belnh pihank ynng berperkara. -

i———

- . i d wslin L]
HEKIM ANGOOT)y <o o opala tngadiian HA. IM KETUA,
o A ML), Tiexgl Laucusg, ﬂ(\
e R T

;" Trl Soejono, ST

/' NIP. 040016514 H, ACHMAD KOWI AS

FANITERA PENGGANTI,
A
DENI DJANAAUM

Zerincion bloya perkpra

- Biﬂ.yﬂ. mﬂt .rﬂi ‘p‘l.:'ﬁ'llﬂﬂ.n EEE R RP- 1 twnp-
i g Biwﬂ ﬁdﬂkﬂi Futuau.n TR R RN RP- 1 tmui_
- Biaya administrasi dll.seeeeses _Rp, 28,000,-

II I.-t m 1 {1 h (] Rp- 3Q.QE:U,-*
"tiga puluh ribu runish'

R —
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A ]

N9. RATNA_TRI MURT! SIToH pael

antara :

melawan : #
SINGKAT MENGATAS $ITOMPOEC I HE
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PUTITS AN
Nomor :2435 E/Pdt/19955

DEMI KEADTLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHEKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasei telah
mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara
“NY . RATNA TRIMURTI SITOMPOEL, bertempat
tinggal @i Jalan Cipaganti No.59 A Ban-
dung,
Pemohon kasasi, dahulu Penggugat-Terban
ding;
melawan
1. SINGEAT MENGATAS SITOMPOEL.Sm.Hk, ber-
Hg ;;ff tempat tinggal di Jalan Cikapayang No.7
e Bandung,
2. PANUSUNAN INDRANATA SITOMPOEL, . §.B.

bertempat tinggal di Jalan Tanah Rusir

FRaya No.l {dahulu Jalan Raya Ciputat
No.3) Jkrta Selatan,
3. MM.H.LL.TOBING, bertempat tinggal di
Jalan EKebon Bibit Utara I No.324/58
Bandung,
Para Termohon kasasi, dahulu Para Tergu-
gat-Pembanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yvang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ter
nyata bahwa sekarang Pemchon kasagl sebagal Penggugat
asli telah menggugat sekarang Para Termohon kasasi

sebagai, ...
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sebagal tergugat-tergugat asii dimuka persidangan Peng-
dilan NWegeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil

bahwa ternyata dan terbukti pada tanggal 20 Juli
1574 suami dari tergugat asli III yang merupakan ayah
kandung dari penggugat asli, tergugat asliI dan tergugat
asli II yang bernama Walter Sitompoel telah meninggal
dunia di Jakarfa -

bahwa sepeninggal almarhum Walter Sitompoel,
telah meninggalkan seorang isteri yaitu tergugat III dan

anak-anaknya hasil perkawinan antara almarhum Walter

Sitompoel dengan tergugat asli IIT vaitu adalah penggu-
t asli, tergugat asli I dan tergugat asliIl ;
bahwa selaku demikian ternyata dan terbukti bahwa
marhum Walter Sitompoel mempunyai ahli warig vaitu :

ﬁenggugat asli , tergugat asli I, tergugat asli TI dan
tergugat. asli III -

bahwa disamping meninggalkan ahli waris, almarhum
Walter Sitompoel juga telah meninggalkan harta warisan
seperti tersebut dalam surat gugalktan ;

bahwa sejak meninggalnya almarhum Walter Sitom-
poel (tanggal 20 Juli 1974) sampai dengan gugatan ini
diajukan ternyata dan terbukti harta warisan termaksud
belum dibagi (Onverdeeld Boedel) ;

bahwa diantara Penggugat asli, tergugat asli I
dan tergﬁgat agli II telah beberapa kali diadakan musys-
warah untuk membagi harta warisan, akan tetapi hingga
gugatan inji diajukan belum ada kesepakatan karena
tergugat asli I dan tergugat asli IT selalu berpedoman
kepada hukum adat di Tapanuli {hukum adat batak]) ;

bahwa sepengetahuan Penggugat asli , cara pemba-
gian harta warisan menurut hukum adat Tapanuli (Adatc

Babak) . ...
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s T

Batak) sudah tidak dianut lagi, hal mana sesuai dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggu-

gat asli mohon agar Pengdilan Negeri Bandung memberikan

putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk selurvhnya;

4, Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :

a.

E.

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan
Cikapayang Wo.7 Bandung ;

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan
Tanah Kusir Raya No.l (dahulu Jalan Raya Ciputat
No.3) Jakarta Selatan ;

- Bebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan

Sriwijaya No.40 A Medan ;

3 (tiga) kavling tanah yang terletak di Kompleks
Bendi Bintaro Jakarta Selatan ;

Sebidang tanah seluas 5000 m® yang terletak di
Cireundeu Jakrta Selatan ;

Perhiasan ;

3. Menyatakan :

d.

Menetapkan bahwa ahli waris almarhum Walter Sitom-
poel adalah penggugat, Tergugat I, terqugat II dan
tergugat IIT ;

. Menetapkan bahwa :

a. Sebldang tanah dan bangunan yang terletak dai
Jalan Cikapayang No.7 Bandung ;

b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di
Jalan Tanah Kusir Raya No.l (dahulu Jalan Raya
Ciputat No.3) Jakarta Selatan ;

¢. Sebldang tanah dan bangunan yang terlecak di
Jalan Sriwijaya No.40 A Medan ;

d.3 ltigm)......
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d. 3 (tiga) kavling tanah yang terletak di Kom-
pleks Bendi Bintaro Jakarta Selatan ;
e. Sebidang tanah seluas 5000 m? yang terletak di
Cirendeu Jakarta Selatan ;
£. Perhiagan emas ;
adal%h harta warisan peninggalan dari almarhum
Walter Sitompoel ;
€. Menetapkan pembagian hak dari para ahli warie
adalah sebagai berikut :
- Penggugat berhak atas 1/8 (satu per delapan)
bagian dari harta warisan ;
- Tergugat I berhak atas 1/8 (garu per delapan)
bagian dari harta warisan ;

- Tergugat II berhak atas 1/8 (satu per delapan)

bagian dari harta warisan ;
- tergugat IIT berhak atas 5/8 (lima per delapan)

bagian dari harta warisan ;

4. Menghukum Penggqugat, tergugat I, tergugat II, dan

Tergugat III wuntuk melaksanakan pembagian harta
warisan almarhum Walter Sitompoel sesuai dengan
butir 3.C dan apabila penggugat dan atau tergugat T
dan atau tergugat II dan atau tergugat III tidak
melaksanakan isi putusan ini, selanjutnya dilakukan
penjualan melalui lelang dengan perantaraan Rantor
Lelang Negara terhadap selurult harta warisan dan
hasil penjualan tersebut dibagikan kepada penggugat,
tergugat I, tergugat II dan tergugat III sesuai
dengan petitum butir 3.C ;

Menyatakana bahwa putusan ini dapat dijalankan ter-

baelad b,
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. lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun
kagsasli (Uitvoorbaar bij wvoorraad) ;
Atau <
Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon
putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);
bahwa terhadap gugatan tersebut Fengadilan Negeri
Bandung telah mengambil putugan, yaitu putusammya tang-
gal 2% Maret 1994 No.164/Pdt.G//19853/PN.Bdg, yang amar
nya berbunyi sebagai berikut
Dalam Ekgepai
- Menolak egsepsi Tergugat I, IX dan III ;

0

-

. 1{?§engahulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
{Iﬁf i zrrﬁ%nyatakan gah dan befharga gita jaminan yang dilak-
“él;‘, / I'féanakan gebagaimana Berita Imaré Bira Tranggal 23
g%“lé;_f';_',-_3;:':;.'Z»?*"ﬁc:a.‘.-:t:r;:ri:ne::.- 1993 No.164/BA.Pdt.G/1993/PN.Bdg ;
3. Menyatakan
4. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum Walter Sitom-
poel adalah
1. Ny.Ratna Trimurti Sitompoel (Penggugat asli) ;
2. Singkat Mangatas Sitompoel, Sm.Hk (Tergugat
asli I};
3. Panusunan Indranata BSitompeoel, SE ([Tergugat
agli I1);
4. Ny.M.H.L. Tobing {(Tergugat asli III);
B. Menetapkan bahwa
8. Bebidang tanah dan bangunan yang terletak d4i
Jalan Cikapayang No.7 Bandung ;
b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di
Jalan Tanah Kusir Raya No.l {dahulu Jalan Raya
Ciputat WNo.3) Jakarkta Selatan ;

oy cBebldanersias
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bangunan yang terletak d4i

Sebidang tanah dan

g

Jalan Sriwijaya No.40 a Medan ;

3 {tiga) kaveling tanah yangy terletak di Fom-
i

d.
Pleke Bendi Bintaro Jakarta Selatan ;
yang terletak di

i

€. Sebidang tanah seluas 5000 mz
Cireﬁndeu Jakarta Selatan
r

f. Perhiasan emag -
adalah harta warisan peninggalan dari almarhum

Walter Sitompoel ;
pada ahli waris

Menetapkan pembagian hak dari

o C a
adalah sebagai berikut -
dari harta warisan

LE I..:: NF" ";I_!!
525 4
i ¢
ot =
[ #|Jandanya berhak atas separuh
(%]
sedangkan sisanya dibagi sama

Walter Sitompoel,
antara Jjanda dan ketiga danaknya masing-masing
mendapat Seperempat bagian dalam perincian tepat
nya ;

Penggugat berhak atasg 1/8 bagian ;
I berhak atas 1/8 bagizan

- Tergugat
- Tergugat 1II berhak atas 1/8 bagian;
- Tergugaﬁ III berhak atas 5/8 bagian ;
i

Tergugat II dan

dari harta warigan Walter Sitompoel almarhum
wari-

Menghukum Penggugat, Tergugat I,
tergugat IIT untuk melaksanakan pembagian harta

L.
almarhum Walter Sitompoel seguai diktum butir

r

San

3.C dalam bentuk in natura ;
dan apabila Penggugat dan atau tergugat I dan atau
Eergugat II dan tergugat III tidak melaksanakan
melalui lelang dengan perantaraan Kantor Lelang
warisan ;

Negara terhadap seluruh harta
Hagil penjualan tersebut setelah dipotong ongkos-
ongkos ., ...
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ongkos dibagikan kepada Penggugat, Tergugalk I, Tergu-
gat II dan Tergugat III sesual dengan diktum butir
Jae

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terle-
bih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun ka-
pasgi ;

6. Menghukum ﬁara Tergugat secara tanggung renteng untuk
membayar ongkos perkara Rp.100.000,- (seratus ribu
rupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan

Tergugat-Pembanding telah dibatalkan oleh Fengadilan

gi Bandung dengan putusannya tanggal 27 Desember

lghﬁ_ﬂb 336/Pdt/1994/PT.Bdg yang amarnya berbunyi seba-

i

FI g gﬂ..?.l”h.‘lﬁrik‘llt 3
i%Le/ A : "
WO ,‘ﬁpne:zma permohonan banding dari para pembanding ;
I\'I\'ln Y% .f- _ ¥
~. =2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baundung

No.164/pdt.G /1993/PN.Bdg tanggal 29 Maret 1993 I
Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet On
Vankelijk Verklaard) ;

- Menghukum penggugat-terbanding untuk membayar biaya
perkara dalam dua tingkat peradilan, vyang dalam
Peradilan Tingkat banding sebesar Rp.30.000,- (Eiga
puluh ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

kepada kedua belah pihak pada tanggal 16 Juni 1995

kemudian terhadapnya oleh Penggugat-terbanding dengan

perantaraan kuasanya khususg, berdasarkan surat kuaza
khusus tanggal 17 Juni 19%5 diajukan permohonan kasasl
secara tertulis pada tanggal 20 Juni 1995L;abagaimana

ternyata....
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ternyata darl akte permchonan kasasgi No.485/pdt/Ks/

1995/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera/$ekretaris Penga-

dilan Negeri Bandung permohonan mana kemudian disusul

oleh memcri kasasi yang memuat alasan-alasan yang di

terima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada

tanggal 20 Juni 15%5 ;v

bahwa setelah itu oleh Tergugat-pembanding yang

pada tanggal 11 Juli 1995 “telah diberitahu tentang

memori kasasi dari Penggugat-terbanding, diajukan jawa-

ban memori kasaei yang direrima dikepaniteraan Pengadi-

vl

=

I

' +Cfra yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh

karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat

diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diaju-

kan oleh pemohon kasasi dalam memori kasaginya tersabut

pada pokoknya ialah :

15

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung
tanggal 29 Maret 1594 No.164/PAL.G/1583/PN.Bdy, ter
nyata dan terbukti bahwa terbanding I, terbanding II
dan terbanding III mengakui (tidak membantah) bahwa
point a,b,c¢,d,e dan £ selurulinya adalah harta warigan
peninggalan (almarhum )Walter Sitompoel, selaku
demikian itu pertimbangan hukum judex facti adalah

galah dalam penerapan hukumnya ;

"~ Bahwapun demikian Pengadilan Tinggl gendiri dalam

pertimbangan hukumnya tersebut diatas, telah mengakui
bahwa terdapat 1 (satu) point darl cbyek gugatan yang

mamenubi, ...
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memenuhi syarat yaitu point af yaitu tentang tanah
dan bangunan Yang terletak di Jalan Cikapayang No.7
Bandung). 0Oleh karena point a tentang tanah dan
bangunan yang terletak di Jalan Cikapayang No.7
Bandung adalah merupakan bagian dari petitum Penggu-
gat/sekarang pemohon kasasi, maka sesuaij dengan pasal
178 ayat -2 HIR tersebut diatas gudah Seharusnya
setidak-tidaknya harta warisan sebagaimana disebutkan
dalam point a tersebut dipertimbangkan dag diputus
oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan seadil-adilnya;

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung

=4--. Bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebup diatag,
o
, Maka Pengadilan Tinggi tidak Sependapal dengan puty-

f%gn Pengadilan Tingkat pertama ¢leh karena itu putu-
Y ' ~f8an tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan
harus dibatalkan :

adalah tidak tepat dan salah dalam DPenerapan berda-
Sarkan alasan-alagan sebagai berikut -

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung seperti
Yang disebutkan pPada butir diatas bukanlah menyang-
kut relative maupun abgoluyte Compententie dan kare-
hanya menurut pasal 136 HIR haruslah diputus bersama-
Sama dengan pokaok Perkara ;

Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa cbyek guga-
tan dari Penggugatfsekaraug pemohon kasasi Lerdlrj
atas 6 (enam) point ternyata hanya 1 {#galu} polnt
yang memenuhi syarat sedangkan 5 (lima) polal gela-
bihnya tidak memenuhi eyarat ;

Bahwa andaikata quod non apa yang dikemukakan oleh
Pengadilan Tinggi Bandung tersebut diatas memaneg

benar, ...

——
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benar adanya dan karenanya dianggap 1 (satu)} dari
obyek gugatan itu yang memenuhi syaral, maka Pengadi-
lan Tinggi seharusnya tidak membatalkan putusan
Pengadilan Wegeri Kelas I Bandung itu, melainkan
Pengadilan Tinggi harus memperbaiki putusan Pengadi-
lan Negeri Kelas I Bandung aguo ;

Menimbang :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena

i

Judex facti tidak sgalah menerapkan hukum ;

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibe-
an karena Judex Eacti tidak salah wenerapkan hukum,
51a'i pula keberatan-kebsratan terseﬁut pada hakekalnya
’ engenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat
penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak
dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam btingkat
kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasl hanya
berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesgalahan
dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimakesud dalam
pasal 30 Undang-Undang No.l4 tahun 1585 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertim-
bangkan diatas, lagli pula dari sebab tidak ternyalta
bahwa putusan Judex facti dalam perkKara ini bertentangan
dengan hukum dan/atau Undang-Uadang, maka permchonan
kasasl yang diajukan oleh permcohonan kasasl Ny, Ratna
Trimurti Sitompoel tersebul harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemchon Xasasi

adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara aguo, maka ia

harus, ...
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harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang
No.14 tahun 1570 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang
bersangkutan ;

MENGAD T LT

Menclak permchonan kasasi dari pemchon kasasi

NY.RATNA TRIMURTI SITQMPOEL tersebut ;

Menghukum pemohon kasasi wuntulk membayar Dbiaya
perkara dalam tingkat kasasi 1ini ditetapkan sebanyak
. 50.000,- {(lima puluh ribu rupiah} ;

]

.?, Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawara-

nanJMahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 1993
!

d@ngan Soeharsa, SH, Hakim Agung yang ditunjukx oleh

“"Ketua Mahkamah Agung gebagai Ketua Sidang, Ny.Supraptini

Sutarto, SH,.dan H.Soekirno, S5H. Hakim-Hakim Anggota

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Kamis. tanggal 30 Juli 1998 oleh Ketua Sidang terse-
but, dengan dihadiri oleh Ny.Supraptini Sutarteo, SH. dan
H.Soekirno, SH. Hakim-Hakim Anggota dan F.Zendrato, SH,
Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh kedua
belah pihak, -

Hakim-Hakim Anggota : Ketua
ttd/Ny.Supraptini Sutarto, SH. ttd.

ttd/H.Scekirno, SH. Soeharso, SE,

: : .

ttd/F.Zendrato, SH,
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